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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 sa s es (dengan titik di  atas) ث

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titk di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

  za z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف
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 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah i I 

 Dammah u U 

 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

 

  

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 

  

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di 

atas 

  

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di 

atas 

 

  

dammah dan wau 

 

u 

 

u dan garis di 

atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf  يber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(ي     ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

xv 



xiv 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
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sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Amin Rais 

Nim : 10500113110 

Judul : Penaran Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian 

Di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 

  Skripsi ini membahas tentang Perana Ammatoa dalam pemberian sanksi tindak 

pidana pencurian di kawasan adat Ammatoa kecamatan Kajang kabupaten 

Bulukumba, selanjutnya diramu ke dalam sub masalah atau pertanyaan penelitian, 

yaitu : 1). Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencurian di kawasan adat 

Ammatoa? 2).Bagaimana sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian di 

kawasan adat Ammatoa? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperolah dari Galla Puto 

(Juru Bicara Ammatowa), Kepala Desa Tanah Towa, Masyarakat dan pemuda desa 

tanah toa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan penelusuran berbagai literature atau referensi. Tehnik pengelolaan 

dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, dan 

pengambilan kesimpulan. 

Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 1). Mengetahui sistem ritual adat 

pada proses pembuktian terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Ammatoa 

kecamatan kajang, yang pada intinya proses pembuktian dilakukan dengan tiga cara 

yang pertama patunra (disumpah) orang yang dicurigai dipanggil oleh ammatoa 

untuk mengakui namun apabila tidak ada pengakuan maka pelaku dipatunra 

(disumpah) yang ke dua dilakukan Tunu Panrolik (bakar linggis) orang yang 

dicurigai dan seluruh masyarakat adat wajib hadir ketika proses pelaksanaan upacara 

tunu panrolik dilaksanakan dan setiap orang yang hadir memegan lingis yang merah 

membara dan apabila bersalah akan terbakar dan bila tidak bersalah tidak akan 

merasakan panasnya linggis tersebut, ketiga Tunu Passau (membakar dupa) upacara 

ini dilaksanaka apabila upacara tunu panrilik tidak berhasil menemukan pelakunya, 

dan tunu passau dimaksudkan agar pencuri di dalam kawasan adat  mendapat 

hukuman langsung dari Turi’e’ A’ra’na berupa musibah yang bisa terjadi secara 

beruntun. Musibah itu bukan hanya bagi si pelaku, tetapi dapat juga terjadi pada 

keluarganya terutama keturunannya. Selanjurtnya 2). Mengetahui sistem pemberian 

sanksi adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Ammatoa kecamatan kajang, 

yang pada intinya kategori sanksi di bagi menjadi tiga yang pertama Pelanggaran 

berat, istilah lokalnya pokok babbalak (pangkal cambuk)  dengan denda sebesar 12 

Real atau ketika dirupiahkan Rp. 12.000.000, ditambah dengan satu gulung kain 

putih bagi orang yang beragama Islam. Kedua Pelanggaran sedang, yaitu Tanga 

babbalak (tengah cambuk) dengan denda  sebanyak 8 Real atau ketika dirupihkan 

Rp. 8.000.000, ditambah dengan kain putih satu gulung. Ketiga Pelanggaran ringan, 

yaitu hukuman yang disebut Cappa babbalak  dengan denda sebanyak 6 Real atau 

ketika dirupiahkan Rp. 6.000.000, ditambah dengan satu gulung kain putih. Inilah 

beberpa kategori sanksi yang di pakai untuk mengadili pencuri di kawasan adat 

Ammatoa kecamatan kajang, Berat dan ringannya hukuman akan ditentukan pada 

pengadilan adat,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang luhur, memiliki keragaman budaya 

yang terbesar di pelosok-pelosok nusantara mulai dari kesenian, adat istiadat, dan lain 

sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang 

fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga 

agar tidak luntur atau hilang sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi 

berikutnya.  

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan 

politik, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Budaya adalah suatu pola hidup 

menyeluruh. Budaya bersifat abstrak dan luas, banyak aspek budaya turut 

menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi 

banyak kegiatan sosial. 

Indonesia adalah negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat 

kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan 

dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 b ayat (2) 

yang berbunyi: 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia,yang 

diatur dalam undang-undang”.
1
 

                                                
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945,  bab VI , Pasal 18. 
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Sebagai penjabaran dari Pasal 18 b ayat 2 maka di keluarkanlah Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang  

penghormatan hak masyarakat hukum adat, dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan dalam 

rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum 

adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hokum masyarakat dan pemerintah. 

Dalam ayat 2 disebutkan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas 

tanah ulayat dilindungi.
2
 

Presiden ke 6 (enam) Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 

dalam sambutannya pada peringatan hari Internasional hukum adat sedunia 

menyatakan bahwa, kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, 

sepanjang masih hidup. Artinya hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3
 

Hukum Adat sebagai hukum yang berbentuk tidak tertulis eksistensinya 

diakui pula di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 5 ayat 1 disebutkan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengakui, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”. Selanjutnya pasal 50 ayat 1 “putusan pengadilan selain harus memuat 

alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk menggadili. 

 

                                                
 2Bambang Daru Nugroho, Hukum Adat  (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 70.  

3 Nurhadi,  “Sambutan peringatan hari internasional masyarakat hukum adat  sedunia”, 

http://www.indonesia.go.id/id/index.php? Option=comcontent&task=view&id=2055&itemid=701 (2 

Oktober  2016). 

http://www.indonesia.go.id/id/index.php
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Kalimat yang berbunyi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat dalm Pasal 5 ayat 1 mengandung arti di dalam memutuskan perkara, 

hakim harus memahami dengan benar hukum adat yang masih hidup dalam 

masyarakat hukum adat. Adapun sumber hukum yang tidak tertulis dalam pasal 50 

ayat 1 tersebut mengandung pengertian bahwa setiap putusan pengadilan harus selalu 

memuat dan memperhatikan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis.
4
 

Hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih 

diakui keberadaanya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum Adat mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang menganut sistemhukum 

kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan elastic. 

Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan 

bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat 

untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan zaman, serta mampu 

menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang,. 

Pada sebagian masyarakat  hukum adat di beberapa daerah di Indonesia 

hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permaslahan dan  

persengketaan yang terjadi diantara mereka.
5
 

Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 

tentang cara bagaimana kepala adat menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk 

menetapkan sanksi yang diatur menurut hukum adat, cara untuk menyelesaikan suatu 

masalah atau perkara itulah disebut sebagai peradilan adat 

                                                
 4 Bambang Daru Nugroho,  Hukum Adat (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 71. 

 5 Herowati Poesoko, Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Cet. 

1; Surabaya:  Laksabang Justitia, 2015),  h  91. 
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Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran 

peraturan-peraturan adat. sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan 

keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. seperti sanksi pada 

umumnya, sanksi adat selalu disertai  dengan suatu kejadian atau perbuatan yang 

harus di pertanggunjawabkan oleh sipelaku maupun keluarganya. 

Hukumn pidana adat, sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak 

dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia yang sangat berbeda dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum 

barat. Walaupun  politik hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum, 

namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat.
6
 

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, 

khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.indonesia terdiri atas suku 

bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep 

Negara ”Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman. 

Beberapa suku dengan populasi terbesar seperti Suku Jawa, Sunda, Bali, 

Minangkabau, Melayu, Deli, Ambon, Aceh, Papua, Bugis Makassar, dan berpuluh-

puluh suku dengan populasi relative kecil lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang 

spesifik dengan karakternya masing-masing. Sistem kewarisan adat yang berbeda 

antara satu suku bangsa dengan dengan suku bangsa lain merupakan salah satu 

kekayaan budaya bangsa tak ternilai dan patut dipertahankan sebagai bagian dari 

sistem budaya Nasional. Ketaatan suatu suku, termasuk ketaatannya untuk tetap 

menjunjung tinggi sistem kewarisan adat merupakan nilai-nilai luhur yang dapat 

                                                
6 Dewa Made Suarta, Hukum dan sanksi adat  (Malang: Setara press, 2015), h. 1. 
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membendung pengaruh budaya luar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan 

bangsa dan budaya nasional. 

Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami 

Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. selain itu terdapat juga 

suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing 

(di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, 

Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang 

mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “alu’ tulodo yaitu adat turun 

temurun yang cendrung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut 

agama Islam. Masyarakat Ammatoa Kajang yang masih termasuk suku Bugis 

Makassar merupakan perkecualian oleh karena pengaruh agama islam yang relative 

kecil dan mereka masih kuat berpegang pada adat istiadat lokal secara turun temurun. 

Masyarakat Ammatoa Kajang adalah salah satu masyarakat kecil suku bugis 

Makassar yang mendiami bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Desa Tanah 

Towa, Kecamatan Kajang,Kabupaten Bulukumba, yang berjarak kurang lebih 200 km 

dari kota Makassar. Keunikan masyarakat Ammatoa terletak pada kepercayaan 

“patuntung” yang di anut turun temurun dan mempercayai adanya “Turie’ Akra’kna 

sebagai Tuhan yang maha kuasa yang mengatur kehidupan mereka. Kehidupan 

mereka sangat terbelakang bukan karena tidak terjangkau oleh pembangunan. Prinsip 

atau sikap hidup mereka yang masih memilih “kamase-masea” atau sederhana, 

sehingga mereka menolak semua program pembangunan masuk di desanya. Mereka 

tidak mengenal jalan aspal, penerangan listrik, sarana dan prasarana kehidupan 

kota/desa pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memilih cara hidup 

sederhana dan apa adanya sebagai bagian dari Pasang (pesan) yaitu “tallasa kamase-
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masea” yang artinya hidup yang sederhana. Kamase-mase adalah pengalaman dari 

sistem nilai budaya pasang yang menjadi kewajiban bagi komunitas Ammatoa selama 

hidup di dunia. dengan demikian akan menikmati kehidupan yang kalumanyang 

kalumpepeang di alam gaib. prinsip-prinsip yang dikandung kamase-mase adalah 

adanya hubungan sebab akibat  perbuatan manusia yang  akan mempengaruhi 

kehidupannya di akhirat.
7
 

Pasang (pesan) bentuknya berupa mitos, etiologi, legenda, maupun tema dan 

isinya adalah sesuatu yang dijumpai pada masyarakat manapun di Indonesia.hanya 

saja pada masyarakat Ammatoa, pasang (pesan) adalah adat kebiasaan yang 

mengikuti mereka sejak lahir, sampai meninggal, termasuk adat kebiasaan, 

kepercayaan, yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dalam bentuknya 

yang tiada tertulis, dimungkinkan pasang (pesan) untuk menjadi tidak teratur, maka 

perlu ada yang melestariakannya dan menjaganya, yang melestarikan dan 

menjaganya adalah Ammatoa selaku pemimpin adat dan pemimpin desa, wakil nenek 

moyang dan dibantu pemimpin adat lainnya. 

Terdapat makna yang jelas keterkaitan antara pasang (pesan) dalam 

kehidupan sehari-hari. Pasang (pesan) adalah keseluruhan aturan yang harus diikuti 

oleh warga masyarakat Ammatoa, dan menjadi tanggung jawab tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pasang (pesan) agar dilaksanakan dengan baik dan 

membe rikan sanksi atas pelanggarannya. 

 

                                                

7 Yusuf Akib, Potret Manusia Kajang (Makassar: Pustaka Refleksi, 2003), h. 7. 
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Masyarakat Ammatoa Kajang dipimpin oleh seorang tetua terpilih dengan 

sebutan Bohe’ Amma yang dibantu oleh 26 pemangku adat atau disebut Galla 

(menteri) yang memiliki tugas masing-masing. Kajang terbagi menjadi dua wilayah, 

Ilalang Embayya (Kajang dalam) yang meliputi dusun Benteng, Sobbu, Pangi, 

Bongkina, Tombolo, Balangbina dan Luraya sedangkan  Ipantarang Embayya 

(Kajang luar) meliputi semua dusun dan desa yang ada di Kecamatan Kajang yang 

tidak termasuk Ilalang Embayya (Kajang dalam). Wilayah Kajang luar merupakan 

wilayah yang menerima modernisasi, sedangkan wilayah Kajang dalam merupakan 

wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi. Masyarakat 

ammatoa betul-betul memegang teguh pesan lontara, yaitu Pasang ri Kajang 

menyimpan pesan-pesan luhur. Yakni, penduduk Tanah Towa harus senantiasa ingat 

kepada Tuhan. lalu harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliahkan. 

Masyarakat Ammatoa juga diajarkan untuk taat pada aturan, dan melaksanakan semua 

aturan itu sebaik-baiknya. 

Masyarakat adat Ammatoa tinggal berkelompok dalam satu area 

perkampungan yang sangat tradisional dan berada dipinggir hutan yang luasnya 

sekitar 50 km. mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan 

hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan kebupaten bulukumba. 

Mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya 

yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini. 

Gaya hidup yang bersandar pada petuah dan ajaran-ajaran leluhur sebagai 

pandangan hidup masih dipegang teguh sampai sekarang. Berpakian hitam-hitam 

dilengkapi penutup kepala yang juga disebut passapu dalam bahasa setempat, dan 

sarung berwarna hitam atau disebut tope le’leng. Hitam merupakan sebuah warna 
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adat yang kental akan kesakralan dan bila memasuki kawasan Ammatoa,pakaian 

harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi masyrakat Ammatoa 

sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam 

kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang 

lainnya. Semua hitam adalah sama.warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan 

derajat bagi setiap orang di depan pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, 

menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga 

keasliannya sebagai sumber kehidupan. 

Sistem hukum adat komunitas Ammatoa termasuk sistem hukum yang 

mengikuti “pasang” (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai sebagai 

norma/aturan yang datang dari Turie’ Akra’na (Tuhan yang Maha Berkehendak atau 

Maha Kuasa) yang disampaikan melalui ammatoa sebagai representasi dari Turie’ 

A’rakna.  

Adat Ammatoa yang terletak di kecamatan Kajang mempunyai aturan-aturan 

yang tidak tertulis yang dikhususkan mengatur masyarakat yang bernaung di kawasan 

adat Ammatoa dalam aturan tersebut dibagai dalam beberapa bidang-bidang salah 

satunya adalah aturan yang mengatur mengenai pencurian. Pelaku pencurian di 

kawasan adat sangatlah dilarang karna termasuk suatu perbuatan yang sangat 

merugikan bagi korbang pencurian, pencuri di kawasan adat Ammatoa diadili 

berdasarkan aturan adat yang berlaku. 

 Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang selain melanggar norma 

sosial pencurian dikategorikan sebagai suatu perilaku  yang sangat meresahkan 

masyarakat, tindak pidana pencurian diatur dalam undang-undang, hukum adat dan 
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hukum Islam, sanksi pelaku pencurian dalam hukum Islam diatur diatur di dalam 

Qs.Al-Ma’idah/ 5: 38-39. 

                             

   

                            

Terjemahnya: 

38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 39. Maka 

barang siapa bertaubat diantara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan 

kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima 

taubatnya. sesungguhnya Allah maha penggampun lagi maha penyayang.
8
 

 Allah berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan 

pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha dari kalangan penganut 

faham azh-Zhahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya 

harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang 

demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan 

batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi 

atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata. 

 Hukuman ini merupakan siksaan dari Allah yang menakutkan. Sedangkan, 

menakut-nakuti orang dalam melakukan kejahatan itu merupakan ekspresi kasih 

sayang terhadap orang yang hatinya bermaksud melakukannya. Karena, menakut-

nakuti ini berarti mencegah yang bersangkutan dari perbuatan yang jahat itu. Juga 

                                                
8 Kementrian   Agama,  Alquran dan Terjemahan  (Jakarta: PT. Syamil   Quran, 2012),  h. 

115. 
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sebagai rahmat bagi kelompok (masyarakat) karena dapat menimbulkan ketenangan 

dan ketentraman bagi mereka.
9
 

 Adanya kenyataan seperti ini yang diuraikan di atas, membuat penulis 

merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang peranan kepala 

adat dalam hal ini Bohe Amma  pada proses pemberian sanksi terhadap pelaku 

pencurian di kawasan adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 

skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 

Peranan kepala adat terhadap pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana 

pencurian di kawasan adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Sistem peradilan adat di kawasan adat Ammatoa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba  merupakan cara untuk mengadili dan memberikan sanksi 

kepada pelaku pencurian yang dilakukan dalam kawasan masyarakat  adat, dengan 

memperhatikan aturan-aturan adat. 

Pembahasan dalam skripsi ini adalah melihat tentang proses  pembuktian dan 

pemberian sanksi oleh pelaku pencurian di kawasan adat Ammatoa dalam hal ini 

kepala adat dan bebrapa Galla dihadirkan untuk bermusyawarah,   Ini  merupakan 

tradisi yang dilakukan di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba yang merupakan Kawasan Adat Ammatoa yang turun temurun 

                                                
9 Reski Pangestu, “Tafsir Al-Maidah ayat 38-39”  http://rizkipngst.blogspot.co.id/2016/11 

/tafsir-almaidah-ayat-38-39.htmI (24 Desember 2016) 

http://rizkipngst.blogspot.co.id/2016/11%20/tafsir-almaidah-ayat-38-39.htmI
http://rizkipngst.blogspot.co.id/2016/11%20/tafsir-almaidah-ayat-38-39.htmI
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dilakukan dari nenek moyang  sampai sekarang. Yang  menganggap bahwa sistem 

peradilan adat tersebut memegang prinsip Pasang ri Kajang yaitu: 

“Tallang Sipahua,”(Kalau tenggelam saling menolong untuk menyelamatkan) 

“Manyu’ Siparampe,”(Kalau hanyut saling menolong untuk menyelamatkan) 

“Abbulo Sipappa”( Bagaikan bambu satu pohon) 

 “A’lemo Sibatu.”( Bagaikan jeruk satu buah) 

C. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang di atas maka pokok masalah yang timbul 

adalah bagaimana sistem peradilan dalam proses pemberian saknsi oleh Bohe Amma 

terhadap tindak pidana pencurian di kawasan adat Ammatoa, Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Adapun dalam sub masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencurian di kawasan adat 

ammatoa? 

2. Bagaimana Sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian dikawasan adat 

Ammatoa?   

D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis paparkan, merupakan sesuatu 

hal yang sangat penting bagi penulis dan masyarakat untuk mendapatkan 

pengetahuan yang lebih real dari permasalahan ini.  
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Untuk lebih jelasnya saya dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi referensi 

dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang untuk lebih berkualitasnya skripsi ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hukum Adat dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat oleh 

Laksanto Utomo, dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum adat sebagai hukum 

tidak tertulis  yang hidup dalam masyarakat merupakan pencerminan dari 

kepribadian bangsa Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa, 

setiap suku dan daerah memiliki hukum adat yang berbeda, akan tetapi 

perbedaan tersebut justru menjadi perakat persatuan bangsa (Bhineka Tunggal 

Ika), eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia tertuang di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 (Amandemen ke dua) dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 

28 I ayat (3). 

2. Eksistensi Peradilan Adat  Dalam Sistem Peradilan Oleh Moh. Koesnoe, 

Berpendapat bahwa dalam penerapan penyelesaian perkar, berpijak pada sistem 

adat dan hukum dari pandangan dan ajaran tentang manusia dan kehidupannya 

yang merupakan kategori konstitutip, dituangkan kedalam rangkaian lembaga-

lembaga sebagai kategori institutip dan dengan itu menghadapi segala peristiwa 

dan persoalan-persoalannya guna penyelesaiannya yang dijelmakan dalam 

kategori ketiga dari adat yaitu kategori eksekutip. Didalam kategori eksekutip ini 

adat dan hukum adat berwujud dalam keputusan-keputusan dan kebiasaan-

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Hukum Adat Kontemporer oleh Dominikus Rato dalam buku ini dijelaskan  

bahwa subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada mereka 

yang secara hukum disebut sebagai objek. Norma hukum yang berisi tentang hak 
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dan kewajiban dari subjek hukum. Bahwa seluruh aspek kehidupan manusia 

diatur oleh hukum, dilindungi oleh hukum, dan jika seseorang melanggar hukum 

dengan cara menggambil hak orang lain, hukum wajib memberikan 

perlindungan, sehingga si pelaku kejahatan oleh hukum diberi sanksi, denda, atau 

hukuman. 

4. Hukum dan sanksi adat, Tolib Setiady, Berpendapat bahwa hukum adat delik 

atau hukum pidana adat ialah aturan-aturan hokum adat yang mengatur peristiwa 

atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan 

masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan 

masyarakat tidak terganggu. 

5. Hukum Adat, oleh Laksanto Utomo dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum 

adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan, sebagai 

pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, 

bertindak, berbuat, di dalam masyarakat. Sedangakan sebagai pengawasan, 

hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku 

anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat apabila ada pelanggaran 

maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan. 

Berdasarkan referensi yang telah disebutkan, penulis yakin belum menemukan 

tulisan atau penelitian  yang sama persis dengan judul skripsi ini, karena di ketahui 

bahwa Indonesia memiliki adat yang beranekaragam dan memiliki aturan-aturan adat 

serta sistem peradilan adat yang berbeda-beda. Penulis yakin bahwa penelitian 

tentang judul tersebut baru diteliti oleh penulis. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Peneitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum skripsi merupakan salah satu pensyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai suatu kewajiban 

secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara 

khusus penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui proses pembuktian pelaku pencurian di kawasan adat 

Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.  

b. Untuk mengetahui  sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian di 

kawasan adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan tradisi 

masyarakata adat Ammatoa mengenai sistem pemberian sanksi oleh kepala adat 

terhadap pelaku pencurian. 

b. Kegunaan Praktis 

Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang eksistensi masyarakat adat Ammatoa dalam hal menindaklanjuti 

pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam kawasan adat terkhusus 

mengenai pencurian. 
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BAB II 

TINJUAN TEORETIS 

A. Pengertian Hukum Adat 

 Hukum adat adalah hukum asli yang hidup di dalam masyarakat dan dijadikan 

sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya berpedoman 

pada rasa keadilan dan kepatutan dari tempat di mana hukum itu lahir, tumbuh dan 

surut, yang timbul secara langsung dari landasan pokoknya, ialah kesadaran hukum 

masyarakat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta proses 

pembentukan norma-normanya tidak bergantung kepada penguasa rakyat. Hukum 

adat tersebut senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang riil, dari sikap dan 

pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatnya. 

 Conelis van Volenhoven Beliau member pengertian Hukum Adat adalah 

keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh 

karena itu disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh 

karena itu disebut Adat). Positif yaitu hic et nunc artinya hukum yang dinyatakan 

berlaku disini dan saat ini atau dengan kata lain “hukum yang sedang berlaku di suatu 

Negara  tertentu pada saat tertentu.” Sanksi adalah reaksi/konsekuensi dari pihak lain 

atas pelanggaran suatu norma. Dan, kodifikasi adalah pembukuan sistimatis suatu 

daerah/lapangan/bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, lengkap dan 

tuntas. Bulat dan utuh artinya semua bagian diatur; lengkap artinya segala unsur-

unsur juga diatur; tuntas artinya semua soal, hal atau kondisi yang mungkin timbul. 
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Sistematis dan terstruktur artinya mengikuti model pembuatan hukum Eropa 

Kontinental.
1
 

 Keberadaan hukum adat sangatlah kokoh dan kuat di Indonesia, karena 

hukum adat berurat-berakar . C. van Vollenhoven menggambarkan demikian terhadap 

keberadaan hukum adat, yakni: “Apabila penguasa Negara memutuskan akan 

mempertahankan Hukum Adat, padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan itu 

akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa Hukum 

Adat harus diganti, sedangkan rakyat masih menaatinya, maka Hakim Negara 

sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya”. 

 Hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih 

diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum Adat 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hukum Barat (Eropa) yang menganut 

sistem hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis 

dan plastis, elastic dan luwes. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada 

garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan 

kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan 

zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun 

menyimpang.
2
   

B. Masyarakat Hukum Adat Sebagai Sabjek Hukum Adat 

 Masyarakat hukum adat bermula dari Van Vollenhoven untuk 

menggambarkan bahwa hukum asli di Indonesia mempunyai subjek dan objek hukum 

                                                
1 Dominikus Rato, Hukum adat Kontemporer (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), h. 11. 
2 Herowati Poesoko. Eksistensi  Pengadilan  Adat  Dalam Sistem Peradilan di Indonesia  

(Cet. I;  Surabaya:  Laksabang Justitia, 2015), h.  90.  



17 

 

 

 

sebagaimana di Eropa. Di setiap suku, daerah memiliki istilahnya masing-masing, ada 

yang menyebutnya desa, kelurahan, nagari, negorij, anawoe, suku, dan sebagainya. 

Intinya mereka ini merupakan komunitas manusia yang menyatu sebagai satu 

paguyuban. 

 Istilah masyarakat hukum adat ini ada pula yang menyebutnya persekutuan 

hukum, persekutuan adat-istiadat, masyarakat adat. Ada yang menolak menyebutkan 

sebagai masyarakat hukum adat tetapi masyarakat adat saja, sebab dalam masyarakat 

hukum adat tidak hanya menyangkut saja, tetapi juga adat-istiadat, budaya, pertanian, 

bentuk rumah, kesenian, religi, politik, dan sebagainya. Akan tetapi, persoalannya 

adalah bahwa yang hendak diperjuangkan untuk masuk ke dalam Konstitusi adalah 

persoalan hukum, dan hukum harus adat subjek dan objek hukumnya. 

 Subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada mereka 

yang secara hukum disebut objek. Objek hukum norma hukum yang berisi tentang 

hak dan kewajiban dari subjek hukum. Harta benda adalah salah satu objek hak milik, 

hutang-piutang adalah salah satu objek hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. 

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum, dilindungi oleh hukum, dan 

jika seseorang melanggar hukum dengan cara mengambil hak orang lain, hukum 

wajib memberikan perlindungan, sehingga si pelaku kejahatan oleh hukum diberi 

sanksi,denda, atau hukuman. 

 Oleh karena kita sudah membentuk sebuah Negara berdaulat, yaitu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai Landasan 

Ideologi, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional, maka Negara 

wajib melindungi segenapa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

dalam upaya mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM, maka yang menjadi 
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penanggun jawab utama adalah negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah 

hukum dan peraturan perundang-undangan.
3
 Termasuk di dalamnya aspek sosial 

budaya. Hukum adat adalah salah satu aspek sosial budaya yang wajib diakui dan 

dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. 

 Kewajiban lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur 

dalam konstitusi sebagai Hak Konstitusional warga Negara, selain hukum adat dan 

hak-hak tradisionalnya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan 

kesejahteraan umum, salah satu instrumennya adalah hukum adat yang sudah berurat 

akar dalam sanubari bangsa Indonesia ini. Hukum adat adalah warisan budaya leluhur 

yang tidak dapat diabaikan begitu saja sekalipun Negara Kesatuan republik Indonesia 

ia sudah berdaulat atas warga Negara, suku-suku bangsa sejak tanggal 17 Agustus 

1945.
4
 

C. Eksistensi Peradilan Adat di Indonesia  

 Untuk mengetahui eksistensi proses peradilan adat di Indonesia dengan cara 

menganalisa menggunakan sistem peradilan perdata, maksudnya dalam sistem 

peradilan perdata terdapat proses yang harus ditaati dan diakui dalam tahapan-

tahapan sebagaimana diatur dalam asas-asas Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu 

dengan mengacu pada adanya gugatan ke Pengadilan karena kepentingan subyek 

hukum yang kepentingannya merasa dirugikan. 

 Adapun Hakim diberikan tugas untuk menerima, memeriksa, memutuskan 

serta perkara yang diajukan. Hukum Acara pada dasarnya merupakan peraturan 

hukum materiil dengan perantaraan hakim, artinya bagaimana  caranya mengajukan 

                                                
3
 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 5. 

  4 Dominikus Rato, Hukum Adat Indonesia (Surabaya: LaksBang Justice, 2015), h. 81-82 
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tuntutan hukum, memeriksa, memutuskan serta melaksanakan putusannya yang 

dilaksanakan oleh Hakim. 

 Berpijak dari pemikiran tersebut, maka dapat diuraikan proses yang terjadi di 

Peradilan Adat yang diawali dengan menjelaskan Hukum Adat Materiil secara umum, 

Proses Acara Peradilan Adat, Hakim Adat dalam Memeriksa Perkara serta Hakim 

Adat dalam Memutuskan Perkara, dengan harapan apakah di daerah-daerah yang 

Hukum Adatnya kental dan keputusan Ketua Adat masih ditaati oleh masyarakat 

Adatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara Non 

Litigasi (di luar Pengadilan). 

1. Hukum Adat Materiil 

 Hukum Adat dari segi bentuk dan strukturnya, mulai dari uraian Prof. 

Supomo, Suripto, Djojodigoeno, Sudiman Kartohadiprodjo, Suroyo Wignyodipuro, 

Hardjito Notopuro, Bushar Muhammad dapatlah disimpulkan Hukum Adat adalah 

hukum yang hidup didalam masyarakat dan qualitate qua merupakan pola hidup 

kemasyarakatan, khususnya rasa keadilan dan kepatutan dari tempat hukum itu lahir, 

tumbuh dan surut, yang timbul secara langsung dari landasan pokoknya, ialah 

kesadaran hukum masyarakat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, 

serta proses pembentukan norma-normanya tidak bergantung kepada penguasa 

rakyat, dan senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang riil, dari sikap dan 

pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatnya. 

Sebagai “Hukum Indonesia”, Hukum Adat mempunyai corak khas, berbeda dengan 

sistem Hukum Barat, khususnya sistem hukum kodifikasi Eropa Kontinental yang 

bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan plastis/elastis/luwes. Sifat pertama 

menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, 
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sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuannya untuk berkembang 

seiring sejalan dengan tuntunan alam dan zaman, serta menyesuaikan diri dengan 

kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang. Oleh karena itu maka Hukum Adat 

sekaligus dapat mengandung unsur-unsur yang merembang layu, memudar, meluntur, 

disamping unsur yang berlagak-gaya dalam puncak kejayaannya, serta anasir yang 

sedang merayap-melata pada taraf kelahirannya.  

 Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat-istiadat maka dapatlah 

dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritasi daripada kesadaran hukum, 

khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan 

sederhana.
5
  

 Kokoh-kuatnya Hukum Adat berurat-berakar dari masyarakat, van 

vollenhoven melukiskan sebagai berikut: “Jika penguasa memutuskan akan 

mempertahankan Hukum Adat, padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan ini 

akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa Hukum 

Adat harus diganti, sedangkan rakyat masih menaatinya, maka Hakim Negara 

sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya. 

2. Proses Acara Peradilan Adat 

 Acara peradilan adat dilakukan ketika adanya suatu masalah atau konflik-

konflik  di dalam masyarakat adat seperti yang dikemukakan oleh Schuyt bahwa 

tentang persolan konflik dan penyelesaiannya adanya pihak ketiga dapat muncul 

dalam berbagai bentuk termasuk sebagai, suatu badan, seorang kepala suku, suatu 

dewan yang terdiri dari orang-orang pandai, suatu rapat umum, sesepuh atau yang 

                                                
5 Soerjono Soekanto, Hukum Adat  Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,  2015), h. 338. 
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dituakan dalam suatu keluarga, dalam hal ini bahwa penyelesaian konflik bersifa 

netral dan tidak memihak.
6
 

Tempat bersidang biasanya dibalai desa atau dibalai Adat, tetapi juga 

dimungkinkan untuk bersidang di rumah tua-tua Adat atau di rumah para pihak yang 

berkepentingan dengan Peradilan bersangkutan. Biasanya persidangan yang sifatnya 

sederhana terbatas dilakukan di rumah tua-tua Adat yang dapat menampung 25 

sampai 50 orang. Waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, 

adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya tahap pertama sidang dengan 

pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua-tua Adat dari kedua pihak 

yang berselisih saja, atau hanya terbatas oleh tua-tua Adat sekampung saja. Dalam 

tahap pertama merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat 

sederhana atau bersifat sementara. Kemudian persidangan diadakan lagi untuk tahap 

kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua Adat yang luas, dari 

kerabat-kerabat selingkungan masyarakat Hukum Adat (marga;negeri). Biasanya 

dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap dan putusan rapat kecil 

semula dibicarakan kembali, diterangkan dan dipertimbangkan, kemudian ditetapkan 

dan diputuskan jalan penyelesaiannya, misalnya keluarga bersangkutan dihukum 

untuk memenuhi kewajiban membayar biaya atau denda-denda Adat tertentu serta 

kewajiban memenuhi persyaratan Adat, seperti mengadakan selamatan, 

membersihkan kembali nama baik kerabat,membersihkan desa, meminta maaf kepada 

pihak tertentu, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. 

 

                                                
6 Wiwi Herayani, Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana Prenamedia Goup, 2012), h. 66. 
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3. Hakim Adat dalam Memeriksa Perkara 

 Hukum Adat jika bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum 

diakui dan jika Hukum Adatnya tidak ada dapat memakai dasar-dasar umum hukum 

Eropa sebagai pedoman. Jadi sebagaimana dikatakan Soepomo: “Hakim, menurut 

fungsinya, berwenang bahkan wajib mempertimbangkan, apakah peraturan Hukum 

Adat yang telah ada yang mengenai soal yang dihadapi, masih selaras atau sudah 

bertentangan dengan kenyataan sosial Sociale werlijkheid baru berhubungan dengan 

pertumbuhan situasi baru didalam masyarakat”. 

 Didalam memeriksa Hukum Adat Hakim tidak dibatasi Undang Undang, ia 

tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan tentang pembuktian menurut Reglement 

Indonesia yang baru (RIB) S. 1941 Nomor 44 yang penting bagi Hakim ialah 

memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, artinya memperhatikan 

Hukum Adat yang dianggap patut untuk berlaku dan masih mengikat masyarakat 

bersangkutan. Jadi harus diperhatikan sejauh mana masih terdapat perasaan umum 

bahwa Hukum Adat itu masih perlu dipertahankan untuk kepentingan masyarakat. 

Dengan demikian bukanlah kaidah-kaidah Hukum Adat dalam arti formal atau berupa 

ketetapan-ketetapan petugas-petugas Hukum Adat yang sudah ada yang dipandang 

perlu, melainkan kekuatan material dari aturan-aturan Hukum Adat itu perlu. 

4. Hakim Adat dalam Memutus Perkara 

 Hakim adat dalam memberikan suatu keputusan yang harus dipandang 

sebagai tertib hukum dari persekutuan-persekutuan hukum kecil rupanya ialah setiap 

gangguan keseimbangan dari satu pihak, setiap pelanggaran dari satu pihak terhadap 

kekayaan hidup materiil ataupun bukan materiil (kekayaan batin) dari sesuatu orang 

ataupun dari sejumlah manusia yang merupakan suatu kesatuan (suatu golongan); 
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perbuatan demikian menghendaki suatu reaksi dan sifat dan besarnya reaksi itu 

ditetapkan oleh hukum adat, suatu reaksi adat dan reaksi itu (biasanya suatu 

penebusan delik dengan barang ataupun uang) dapat dan harus memperbaiki 

keseimbangan itu kembali. Di pihaklainnya ia bersangkutan dengan penebusan 

perbuatan tunai, sehingga perbuatan-perbuatan member, mengambil dan 

mengembalikan dilakukan sebagai bagian daripada usaha memelihara proses 

keseimbangan itu. Jadi perkataan delik itu menunjukkan suatu perbuatan merusak 

keseimbangan yang dilakukan oleh satu pihak dan yang sebelumnya itu tidak 

disetujui secara diam-diam oleh pihak yang lain. 

 Untuk memberikan suatu putusan atas suatu perkara adat, terkandung asas 

“patut” atau “pantas” dan juga “laras”. Disamping itu juga ada istilah “rukun”. 

Hollemann mengemukakan bahwa “ini merupakan suatu hal yang khusus             di 

dalam lingkungan hukum adat,yang dalam taraf tertentu sangatmenguasai kehidupan 

hukum rakyat didalam masyarakat adat setempat”. Asas ini dijumpai begitu mencolok 

penggunaannya, baik didalam lingkungan Pengadilan maupun dalam kehidupan 

sehari-hari di Desa. Demikian Supomo juga memberikan tekanan yang kuat kepada 

asas hukum adat ini.
7
 

D. Teori dan Tujuan Pemidanaan 

 Istilah teori pemidanaan berasal dari inggris, yaitu comdemnation theory. 

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan 

perbuatan pidana, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah  

 

                                                
7
 Herowati  Poesoko, Eksistensi Pengadilan  Adat  Dalam Sistem Peradilan di Indonesia  

(Cet. I; Surabaya:  Laksabang Justitia, 2015), h. 13-22. 
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dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan 

itu sendiri.
8
 

Permasalahan yang amat penting dalam membicarakan teori pemidanaan 

adalah mengenai dasar pembenaran di jatuhkannnya pidana terhadap pelaku tindak 

pidana itu, sehingga pidana lebih fungsional. Artinya, apa yang hendak dicapai dari 

dijatuhkannya pidana itu. Oleh karna itu, perlu diketahui terlebih dahulu makna atau 

hakikat dari pidana itu sendiri, yang selanjutnya dapat mendukung uraian teori-teori 

pemidanaan. 

 Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang 

sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. 

 Selanjutnya, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik 

yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada 

pembuat delik itu.
9
 

Berikut dikemukakan pendapat para sarjana berkaitan dengan tujuan 

pemidanaan, antara lain: 

1. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick: Sanksi pidana dimaksudkan untuk: 

a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism); 

b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan 

si terpidana (to deter other from the performance of similar acts); 

 

 

 

                                                
8 Salim,  Perkembangan teori dalam ilmu hukum (Jakarta:  Rajawali Pers, 2010), h. 149. 
9 Dewa Made Suarta, Hukum da n sanksi adat (Malang: Setara press, 2015, h. 65. 
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2. John Kaplan: 

John Kaplan mengemukakan adanya empat teori mengenal dasar-dasar 

pembenaran pidana, yaitu: Teori Retribution, Deterrence, Incapacitation dan 

Rehabilitation. Dasar-dasar pembenaran pidana yang lain adalah: 

a. Untuk menghindari balas dendam (avoidance of bllood feuds); 

b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the educational effect); 

c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace keeping function). 

3. Emile Durkheim: 

 Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan 

emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (the 

function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that 

are aroused by the crime). 

4. Fouconnet: 

Pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan 

kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya 

kejahatan itu (the conviction and the execution of the sentences is essentially a 

ceremonial reaffirmation of the soocietal values that are violated and challenged 

by the crime). 

5. Roger Hood: 

Sasaran pidana di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat 

potensial melakukan tindak pidana juga untuk: 

a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (reinforcing social values); 

b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (allaying public 

fear of cime). 
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6. G. Peter Hoefnagels: 

Tujuan pidana adalah untuk: 

a. Penyelesaiaan konflik (conflict resolution); 

b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang 

kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other 

than offenders toward more or less Law conforming behavior). 

7. R. Rijksen 

 Membedakan antara dasar hukum dari pidana dengan tujuan pidana. Dasar 

hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam 

pembalasan itu terletak pembenaran daripada wewenang pemerintah untuk 

memidana (strafbevoegdheid van de overheid). Apakah penguasa juga akan 

menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-

tujuan itu menurut R. Rijksen. 

Rijksen adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, 

mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik (Van 

Veen, Hulsman dan Hoefnagels berpendapat sama). 

8. Roeslan Saleh: 

Pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, 

yaitu: 

a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya 

untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan 

pencegahan kejahatan; 

b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula 

penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang 
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bersifat tidak hukum. Pada hakikatnya pidana adalah suatu perlindungan 

terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping 

itu, pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu 

yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan 

untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. 

9. J. E. Sahepaty: 

 Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru 

yang telah di tempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian 

rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku 

bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan 

ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu. 

Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur 

penderitaan. Namun penderitaan dalam tujuan membebaskan bukan semata-mata 

untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat 

suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau 

sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan 

bertobat dengan penuh keyakinan. 

10. Bismar Siregar: 

Yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana 

caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan 

keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan 
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penghukuman tiada lain melainkan mewujudkan kedamaian dalam kehidupaan 

manusia.
10

  

E. Urgensi Perumusan Sanksi Adat 

Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran 

peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan 

keseimbagan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Seperti sanksi pada 

umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang 

harus di pertanggunjawabkan oleh si pelaku. 

 Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik (adatrecht delicten) atau hukum 

pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang 

mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya 

keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan 

masyarakat tidak terganggu. 

 Hukum pidana adat, sebagai suatu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak 

dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia yang sangat berbeda dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum 

Barat (Eropa Kontinental). Hukum adat yang merupakan suatu kenyataan yang masih 

berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum pidana adat di 

beberapa masyarakat adat di Indonesia tersebut masih kuat berlakunya. 

 Soerjono Soekanto pernah menyatakan, bahwa hukum adat merupakan 

kompleks adat-istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, 

tapi mempunyai akibat hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa cirri 

utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukum. 

                                                
10

 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta : Mitra Wacana Media,  2014),  

h. 249-252. 
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 Jenis-jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum 

adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, misalnya:  

1) Pengganti kerugian-kerugian imateril dalam berbagai rupa, seperti paksaan 

menikahi gadis yang dicemarkan. 

2) Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai 

pengganti kerugian rohani. 

3) Penutup malu, permintaan maaf. 

4) Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati. 

5) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum. 

Dalam konteks ini, Emile Durkhein pernah mengatakan bahwa reaksi sosial yang 

berupa penghukuman atau sanksi sangat perlu dilakukan untuk merawat agar tradisi-

tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah, sehingga kestabilan masyarakat dapat 

terwujud. Hukum tidaklah cukup dipahami dengan menyoroti kaedah-kaedah ideal 

yang dianggap merupakan cerminan dari hukum. Sebab, seperti dikemukakan oleh 

Ehrlich, suatu ketentuan hukum adalah faktor yang relatif terikat pada kekuatan-

kekuatan sosial yang luas. tidaklah berlebihan bila dikatakan, bahwa dalam usaha 

untuk menegaskan kembali fungsi hukum, perlu diperhatikan nilai-nilai sosial, faktor 

structural dan aspek budaya masyarakat secara menyeluruh. 

 Dampak globalisasi dan reformasi yang semakin tajam berakibat pada 

semakin sulitnya menentukan arah tatanan dunia baru yang akan terbentuk. Di 

beberapa belahan dunia, telah terjadi transformasi budaya yang semakin kompleks, 

tetapi di beberapa tempat, justru telah terjadi kesenjangan budaya (cultural lag). Pada 

akhirnya, hampir semua Negara menyadari, bahwa jika hanyut pada arus yang 

demikian, suatu bangsa niscaya akan hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti. Dari 
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kenyataan ini, kemudian dikembangkanlah konsep back to basic atau menggali 

kembali identitas budaya sendiri. 

 Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, tampaknya konsep back to 

basic tidaklah dapat dikesampingkan. Sebab, hukum dan budaya merupakan dua 

variabel yang mempunyai hubungan korelatif atau saling mempengaruhi. Hubungan 

diantara keduanya akan melahirkan dua perspektif kajian. Dalam perspektif pertama, 

budaya ditempatkan sebagai variabel terikat, dimana hukum dapat mempengaruhi dan 

memberikan arah terhadap budaya. Sehingga, budaya terikat pada pola yang 

digariskan oleh hukum. Sebaliknya, dalam perspektif yang kedua, hukum 

ditempatkan pada posisi variabel yang tidak terikat. Dalam kajian yang demikian, 

budaya menentukan arah kebijakan hukum. Hukum di sini terikat pada format yang 

telah digariskan oleh budaya. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum yang dihasilkan 

adalah hukum yang lahir dari jelmaan budaya. Dengan demikian, pembaharuan 

hukum pidana nasional, persoalannya tidak hanya terletak pada tiga substansi pokok 

hukum pidana, yakni yang menyangkut masalah: (1) tindak pidana; (2) kesalahan; (3) 

pidana. 

 Di dalam pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Pidana, Barda Nawawi 

Arief mengemukakan, bahwa: Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti 

kebijakan menggunakan mengoperasionalisasikan memfungsionalisasikan hukum 

pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah 

besar-kecilnya kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku 

manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana itu sendiri, yaitu pada 



31 

 

 

 

masalah hubungan dengan konsep nilai (pandangan/ideologi) sosio-filosofis, sosio-

politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara. 

 Apa yang dikemukakan, tampak bahwa makna dan hakikat pembaharuan 

hukum pidana berkaitan erat denga aspek sosio-politik, aspek sosio-filosofis dan 

aspek sosio-kultural ataupun dari berbagai aspek kebijakan, baik kebijakan sosial, 

kebijakan criminal maupun kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, 

pembaharuan hukum pidana merupakan perwujudan dari perubahan dan 

pembaharuan berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi perlunya 

pembaharuan hukum pidana. Dari kenyataan ini,pembaharuan hukum pidana pada 

hakekatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi 

hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-

kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal 

dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa 

pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi 

pada kebijakan (policy-oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada 

nilai (value-oriented approach). Pembaharuan dilakukan dengan pendekatan 

kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan tersebut merupakan bagian dari 

langkah kebijakan, yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum 

pidana, politik criminal dan politik sosial. Dalam setiap langkah kebijakan (policy), 

terkandung pula pertimbangan nilai. Dari kenyataan inilah pembaharuan hukum 

pidana, di samping harus mempertimbangkan pendekatan nilai, pendekatan yang 

berorientasi pada pendekatan kebijakan juga harus dipertimbangkan. 
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 Dalam pola piker masyarakat adat, hampir semua kejadian dapat dilihat 

sebagai suatu pertanda akan terjadi sesuatu kejadian yang bersifat negatif ataupun 

positif. Pola fikir ini telah mengakar bahkan mengkultur dengan kuatnya serta 

melandasi hidup dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karna itu, tidaklah 

mengerangkan apabila pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat sampai dewasa ini 

masih tetap dilaksanakan, walaupun kasus tersebut telah diselesaikan lewat 

mekanisme peradilan pidana. Dijatuhkannya sanksi adat, sangatlah tergantung pada 

sensitif atau tidaknya pelanggaran adat yang dilakukan.
11

 

F. Konsep Karakteristik Sanksi Adat 

 Sanksi berasal dari kata latin sanctum, artinya penegasan (bevestiging atau 

bekrachtiging) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah/hadiah, dan dapat 

bersifat negative dalam bentuk hukuman, sehingga sanksi pada dasarnya merupakan 

suatu perangsang untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun, kalangan hukum biasanya 

mengartikan istilah sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman. Dalam hubungan ini, 

Sudarto mengartikan sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar 

normanya, sehingga hukum pidana dinyatakan sebagai sistem sanksi yang negative. 

Dari sinilah, tampaknya hukum pidana dibedakan dengan bidang hukum lainnya. 

Oleh karena itu, sanksi dalam arti luas dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, 

yaitu: 

a. Sebagai pemulihan keadaan, yang biasanya dijumpai dalam bidang hukum 

perdata; 

                                                
11 Dewa Made Suarta. Hukum dan sanksi adat. Malang, Setara press, 2015, hal 2-5 
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b. Sebagai pemenuhan keadaan, yang biasanya juga dijumpai dalam hukum 

perdata; 

c. Sebagai hukuman dalam arti luas, termasuk pidana dan tindakan. 

 Menurut Koentjaraningrat, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto dan 

Soleman B. Taneko, pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu: 

a. Mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah-kaidah 

sosial tertentu; 

b. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang menaati kaidah-

kaidah sosial tertentu dengan menerapkan sanksi-sanksi positif; 

c. Mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat, apabila mereka 

menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial 

tertentu; 

d. Menimbulkan rasa takut; 

e. Menyusun perangkat aturan hukum.
12

 

Pernyataan tersebut, dapat dicermati bahwa pengenaan sanksi (negatif) 

merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat tertentu untuk menciptakan keterbitan dalam masyarakat, karena syarat 

adanya masyarakat adalah keterbitan. Oleh karena itu, relevan dengan pendapat 

Vinogradoff yang dikutip Satjipto Rahardjo: adalah suatu hal yang tidak mungkin 

apabila hubungan sosial bisa berlangsung, sedang masyarakat tidak mengenal 

ketertiban (order). Jadi, ketertiban itu merupakan syarat bagi berlangsungnya 

hubungan-hubungan antara/sesame anggota masyarakat. 

                                                
12 Dewa Made Suarta, Hukum dan sanksi adat (Malang: Setara press, 2015), h. 20. 
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Dengan mencermati apa yang disebutkan oleh I Made Widnyana, bahwa 

sanksi adat atau reaksi adat ataupun koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan 

ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan termasuk pula 

keseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan 

pelanggaran adat, maka istilah sanksi-sanksi adalah mempunyai arti sinonim dengan 

istilah reaksi adat atau koreksi adat. Dipergunakan istilah sanksi adat sebagai salah 

satu variabel dalam judul tulisan ini adalah mengikuti istilah yang ditegaskan dalam 

Resolusi Seminar Hukum Nasional 1963 khususnya pada huruf F butir IV yang 

menyatakan: … tidak menutup pintu bagi larangan terhadap perbuatan-perbuatan 

dalam hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakatyang 

dicita-citakan tadi dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat 

bangsa, terutama pada pembentukan hukum pidana nasional. 

Penggunaan istilah sanksi adat juga didasarkan atas kepopuleran 

penggunaannya di masyarakat sekarang ini. Dalam hubungannya dengan hukum 

pidana sebagai sistem sanksi yang negatif seperti yang diungkapkan Sudarto, sanksi 

pada umumnya diberikan oleh kalangan hukum sebagai suatu pidana atau tindakan 

untuk merangsang para warganya agar berperilaku taat pada norma hukum yang 

diharapkan bersama, sehingga kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Demikian 

pula juga dikaitkan dengan alur-alur alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat 

kosmis seperti yang disebutkan Soepomo, yaitu: Segalanya sebagai kesatuan 

(totaliter). Umat manusia menurut aliran pikiran kosmis itu adalah sebagai bagian 

dari alam, tidak ada pemisahan dari berbagai lapangan hidup, tidak ada pembatasan 

antara manusia dengan makhluk hidup. Segala sesuatu bercampur-baur dan 

bersangkut-paut, serta saling mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan 
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segala hidup di dalam alam. Aliran kosmis inilah yang melatarbelakangi hukum adat 

pelanggaran. Menurut aliran pikiran ini, yang paling utama bagi masyarakat ialah 

adanya perimbangan (evenwicht, harmonie) antara dunia luar dan dunia gaib, antara 

golongan manusia seluruhnya dan orang seseorang, antara persekutuan dan teman 

semasyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan 

pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang 

perlu untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Suatu perbuatan yang tadinya 

tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dianggap perlu diambil upaya adat 

(adatreaksi) guna memperbaiki hukum. Di dalam sistem hukum adat segala perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan hukum adat segala perbuatan yang bertentangan 

dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal 

pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (rechtsherstel) jika hukum itu di 

perkosa. 

Pernyataan ini juga sejalan dengan ungkapan Hilman Hadikusuma, bahwa 

hukum adat bukan merupakan hasil ciptaan pikiran yang rasional, intelektual dan 

liberal, seperti cara berfikir orang Barat, tetapi hasil ciptaan pikiran yang komunal, 

magis, dan religious, atau komunal kosmis. Alam pikiran ini tercermin dalam Hukum 

Pidana Adat, apabila seseorang melakukan pelanggara, sehingga kehidupan 

masyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak saja orang itu harus dikenai akibat 

hukum, tetapi juga kaum kerabatnya ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, yang 

harus dipertahankan adalah keseimbangan hidup masyarakat. Apabila keseimbangan 

itu terganggu, maka petugas-petugas hukum masyarakat harus barusaha 

mengembalikan keseimbangan itu. 
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Menurut Ter Haar, yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah:Setiap 

gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap pelanggaran dari 

segi satu pada barang-barang kehidupannya materiil dan immaterial orang seorang, 

atau dari orang banyak yang merupakan sati kesatuan (segerombolan); tindakan 

sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan 

oleh hukum adat ialah reaksi adat (adatreachtie), karena reaksi mana keseimbangan 

dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran 

pelanggaran berupa barang-barang atau uang). 

Mencermati pada alur-alur piker kosmis dari Bangsa Indonesia yang 

melandasi hukum adatnya dengan pengutamaan pada penciptaan perimbangan, di 

Bali pun, pancaran dari alur pikiran ini dapat diperhatikan dari adanya falsafah Tri 

Hita Karana yang dijadikan landasan bagi setiap desa adat atau desa pakraman. 

Dalam hubungan dengan falsafah Tri Hita Karana ini, tidaklah berlebihan 

apabila IGK. Sutha menyebutkan , bahwa pembangunan yang mengabaikan dan 

bahkan acuh tak acuh terhadap hukum adat serta adat yang mengatur perhubungan di 

antara unsur-unsur dari ajaran keseimbangan tersebut akan mengalami kesulitan dan 

bahkan mengalami kegagalan total. 

Dalam hal ini, Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko menyatakan bahwa 

penerapan sanksi-sanksi negatif adalah salah satu bentuk pengendalian sosial yang 

bersifat represif dengan tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan yang 

dianggap baik oleh masyarakat. Sedangkan, bentuk pengendalian sosial lain adalah 

bersifat preventif yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

atau penyelewengan-penyelewengan. 
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Pernyataan ini adalah relevan juga dengan konsep E.Y. Kanter dan S.R. 

Sianturi tentang fungsi sanksi, sebagai berikut : 

a. Sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agarnorma hukum di taati 

oleh setiap orang; 

b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. 

 Dengan demikian, sanksi adat adalah koreksi adat sebagai akibat adanya 

pelanggaran untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar itu. Jadi, sanksi adat 

merupakan alat pemaksa yang digunakan oleh petugas hukum yang dalam hal ini 

Prajuru Adat/Pakraman melalui Paruman Desa untuk mencapai Perimbangan hukum 

kembali. Oleh karena itu, ia berfungsi represif. Penggunaan sanksi adat ini juga 

dikaitkan dengan sistem hukum adat itu sendiri, dengan mengacu pada apa yang 

disebutkan oleh Soepomo, bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran 

yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Tetapi, tiap-tiap 

pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim 

(kepala adat) memutuskan upaya adat apa yang harus digunakan untuk membetulkan 

hukum yang dilanggar itu.
13

 

G. Norma atau Adat Istiadat Masyarakat Adat Ammatoa 

Norma-norma dan adat istiadat pada uraian ini lebih dititik beratkan pada 

pandangan atau sikap yang abstrak yang merupakan perwujudan dari sistem nilai 

budaya.  

 

 

                                                
13 Dewa Made Suarta, Hukum dan sanksi adat (Malang: Setara press, 2015), h. 20-25. 
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Dalam hubungannya dengan pasang dapat dirumuskan ke dalam empat 

kerangka yaitu : 

a. Jujur  

 Nilai sosial yang paling utama dan paling mendasar yang digariskan dalam 

ajaran pasang adalah kejujuran. Nilai kejujuran ini diungkapkan dengan kalimat 

“Lambusk-nuji nukaraeng” yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi 

penguasa. 

     Betapa tinggi nilai kejujuran itu dapat dilihat dalam pengungkapan secara 

filosofis dengan kata-kata kiasan “Accidong Ri Tana Eso”. Ungkapan ini secara 

harfiah berarti duduk di tanah lapang. Maksudnya bertahan dan tetap pada suatu 

posisi karena kejujuran. Mereka tidak khawatir menghadapi tantangan 

disebabkan karena kejujurannya. Ini diperkuat lagi dengan ungkapan lainnya 

yaitu “Akkambiang Ri Cinagori”. Ungkapan ini bermakna orang jujur mendapat 

perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sebab kejujuran itu termasuk nilai sosial 

yang terpuji, jadi orang yang memiliki dan memeliharanya juga termasuk orang 

yang dilindungi. Cinaguri sebenarnya adalah jenis tumbuhan yang sangat 

sederhana, kecil namun diibaratkan sebagai pohon yang dapat dijadikan tempat 

berlindung atau tempat bernaung. 

b. Sabar  

     Sabar (sabbara) atau tabah merupakan nilai sosial yang harus dimiliki oleh 

setiap pengikut ajaran Pasang, terutama bagi mereka yang mempunyai tugas 

sebagai pendidik, atau mereka yang mengetahui tata aturan dan adat istiadat. 

Sebagaimana diungkapkan dalam Pasang “Sabbarak-nuji nu guru”, yang berarti 

lantaran kesabaranmu maka engkau menjadi guru atau pendidik. Maksudnya 
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seorang pendidik harus memiliki sifat tabah dan sabar. Sebab mendidik itu 

membutuhkan keuletan dan kesabaran. 

c. Konsekuensi  

      Konsekuen merupakan nilai sosial yang menempati posisi yang paling 

penting dalam kehidupan sosial masyarakat Amma Towa. Sifat tersebut 

diungkapkan dengan kalimat “ Ri Gattanuji nu adak”, yang artinya lantaran 

ketegasanmu maka engkau menjadi pemimpin adat. Nilai sosial yang konsekuen 

begitu penting dimiliki sebab seorang pemimpin adat yang tidak tegas, maka adat 

istiadat akan mudah dan gampang untuk ditinggalkan. Konsekuen disini 

menghendaki pula suatu sikap tunduk dan patuh terhadap peraturan. Termasuk 

konsekuen terhadap suatu keputusan. Ini terlihat dalam ungkapan “Sallu Ri 

Ajoa”, yang berarti tunduk pada gagang bajak. Dan ungkapan “Ammulu Ri 

Adahang”. Dua ungkapan ini bermakna betapa pentingnya seseorang konsekuen 

terhadap tata aturan dan adat istiadat. 

 Sallu Ri Ajoka bermakna bahwa setiap orang harus tunduk dan patuh terhadap 

norma-norma yang telah digariskan dalam pasang. Sedangkan ungkapan 

“Ammulu Ri Adahang”, yang berarti bertolak dari jalur bajakan, bermakna bahwa 

dalam suatu pekerjaan hendaklah konsekuen terhadap program atau ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati. 

d. Tenggang rasa  

 Nilai sosial berupa tenggang rasa sangat diutamakan oleh para dukun. Seperti 

diungkapkan dalam pasang”Pesona nuji nisanro”, yang bisa berarti lantaran 

engkau tenggang rasa atau pasrah maka engkau menjadi dukun. Sifat ini 

diutamakan kepada para dukun sebab pekerjaan dukun memerlukan sifat 
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tenggang rasa atau sifat lapang dada. Dan sifat seperti ini merupakan nilai sosial 

yang sama nilainya dengan sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya. Artinya 

menurut standar penilaian Pasang, sifat tenggang rasa atau pasrah itu mempunyai 

nilai positif dan berharga.
14

 

G. Ammatoa dan Wewenangnya 

Ammatoa adalah “Tu Mariolo” atau “mula tau”, manusia pertama yang 

diciptakan Tu Rie’A’ra’na di bumi yang pada waktu itu hanya berupa laut maha luas 

dengan sebuah daratan menjulang. Tempat itu menyerupai tempurung kelapa dan 

disebut Tombolo’. 

Tana yang mula-mula dicipta Tu Rie’ A’ra’na dikenal dengan nama Tana 

Towa atau tanah yang tua. Oleh Tu Rie’A’ra’na kemudian diciptakan seorang 

perempuan pendamping Amma (bandingkan dengan cerita Nabi Adam dan Hawa 

menurut kepercayaan Islam) yang disebut Anrongta. Amma  atau bapak dan Anrong 

atau ibu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal manusia. 

Konsep manusia pertama di Kajang ini dan di beberapa daerah di Sulawesi 

Selatan, disebut Tomanurung. Pada sejumlah tempat di daerah Bugis dan Makassar 

terdapat Tomanurung yang menjadi awal keberadaan umat manusia. 

Pada zaman dahulu, ketika belum banyak penghuni bumi,sebutan Ammatoa 

belum dikenal. Yang ada ialah sanro atau sanro lohe, atau dukun yang sakti. Sanro 

lohe bukan hanya sekedar sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit, tetapi juga 

                                                
14 Mas Alim Katu, Tasawuf Kajang (Makassar: Pustaka Refleksi,  2015), h. 75. 
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merupakan tokoh pimpinan dalam upacara ritual keagamaan atau pa’nganroang 

sekaligus sebagai pimpinan kelompok. 

Setelah manusia kian banyak dan kebutuhan semakin berkembang seiring 

perkembangan dan tuntutan zaman, istilah Amma mulai dikenal. Struktur organisasi 

pun dibentuk dengan pembagian fungsi dan tugas masing-masing. “Pembagian” 

kekuasaan memang telah dikenal dalam Pasang. 

Amma mana’ada’  : Amma melahirkan adat 

Amma mana’karaeng  : Amma melahirkan „pemerintah‟ 

Dengan struktur organisasi kekuasaan yang menempatkan Ammatoa sebagai 

pucuk pimpinan.
15

 

Struktur organisasi kekuasaan adat tanah kamase-masea. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Yusuf Akib, Ammatoa Komunitas Bebaju Hitam (Makassar: Pustaka Refleksi,  2008), h. 32. 
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 Jabatan pemimpin tertinggi di dalam komunitas dipegang Ammatoa, jabatan 

ini tidak diwariskan atau didasarkan kepada garis keturunan sehingga seorang anak 

Ammatoa tidak otomatis akan menduduki jabatan bapaknya, melainkan melalui 

seleksi gaib dengan cara-cara sakral dan amat rahasia. 

 Seorang Ammatoa dipilih/terpilih berdasarkan penunjukukan Tu Rie akrakna 

melalui serangkaian tanda-tanda khusus yang hanya diketahui orang-orang tertentu 

(telah mencapai derajat mannuntungi) yang ikut dalam pa’nganroang anjuru borong 

(upacara pengukuhan Amma)
16

 

Ammatoa pengatur dan penentu kebijakan adat maupun pemerintahan, sebab 

mereka percaya bahwa Tana Toa adalah tanah tertua yang menjadi awal dari 

keberadaan dunia. Mitos kajang menyebutkan bahwa awalnya di dunia ini hanya ada 

satu daratan yang mereka namakan Tombolo. Tanah ini kemudian mengefeki 

munculnya daratan lain yang membentuk dunia.  

Masyarakat adat Ammatoa juga meyakini bahwa awal kerajaan-kerajaan di 

Sulawesi Selatan berasal dari Tana Toa. Berdasarkan pembagian teritorial, orang-

orang kajang yang keluar dari kawasan adat dan memimpin suatu wilayah masing-

masing. Teritorialisasi dan kepercayaan akan pengaruh Ammatoa terhadap eksistensi 

tersebut lantas dituangkan dalam suatu sebutan : Ammatoa ri Kajang, sombayya ri 

Gowa, Pajung ri Luwu, Mangkawu ri Bone. Ammatoa merupakan representasi 

pemimpin tertinggi dari segi spiritualitas dan pemerintahan dari kerajaan-kerajaan 

besar yang pernah ada tersebut.
17

 

                                                
16 Zainuddin Tika dkk, Ammatoa (Makassar: Pustaka Refleksi,  2008), h. 63. 
17

 Uchy Red Berry, “Kajang Ammato”, http://uchy-red.blogspot.co.id/2011/11/kajang-

ammatoa-desa-tanatoa-kecamatan.html (30 Oktober 2016). 

http://uchy-red.blogspot.co.id/2011/11/kajang-ammatoa-desa-tanatoa-kecamatan.html
http://uchy-red.blogspot.co.id/2011/11/kajang-ammatoa-desa-tanatoa-kecamatan.html
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), yakni 

penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Maka 

dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Desa Tana Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk menunjang penelitian 

ini penyusun juga melakukan penelahan buku-buku yang relevan dengan judul 

penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik 

pendekatan yang digunakan dalam pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta 

dilapangan serta menelah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang 

akan diteliti sebagai penunjang. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 

secara langsung.
1
 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah, 

warga dan tokoh masyarakat di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang, Kab. 

Bulukumba. 

 

                                                
1Joko P. Subagyo, Metode penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 1997) 

h. 88. 
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2. Data Sekunder 

Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data 

pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat 

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. 

D. Metode pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian 

dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan 

perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang 

terkait materi yang dibahas. 

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Data Kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber 

pada data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. 

b. Penelitian Lapangan 

Data yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari informan yang 

memiliki pengetahuan yang luas mengenai pemberian sanksi bagi pencuri di kwasan 

adat Ammatoa, sehingga informasi dan penjelasan yang diberikan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri 

yang dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan seperti alat tulis-menulis dan 

sebagainya. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas mungkin akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat digunakan 

untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta 

melengkapi data hasil pengamatan dan observasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 

penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif 

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan 

menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Profil Lokasi Penelitian 

1.  Kondisi Geografis Desa Tanah Towa 

  Kawasan adat Ammatoa bertempat di Desa Tanah Towa terletak di sebelah 

utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Desa Tanah Towa ini  merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat 

yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua 

pembagian wilayah adat yaitu Ilalang Embaya dan Ipantarang Embaya. Istilah 

Ilalang dan Ipantarang masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata emba dapat 

diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, Ilalang Embaya 

dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya 

Ipantarang Embaya bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa. 

Dalam kawasan adat kajang terdapat tiga jenis borong (hutan) yaitu : 

 Pertama, hutan keramat (borong karama’). Hutan keramat ini merupakan 

milik adat yang sama sekali tidak diperkenangkan untuk masuk didalamnya. Menurut 

pasang (tabu/kasipalli) untuk menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang 

ada di dalam hutan tersebut. Borong karama’ itu hanya boleh dimasuki oleh 

Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat, misalnya upacara pelantikan 

atau pengukuhan Ammatoa, dan upacara Pa’nganroang. Konon kabarnya, apabila ada 

orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun 

bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti 

anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi. 
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Kedua, hutan penyangga/perbatasan (borong battasayya). Hutan ini 

merupakan zona kedua dari Borong Karama’ dan Borong Battasayya dibatasi oleh 

jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan anggota adat sebagai jalan untuk 

masuk di Borong karama’, ketika mereka melaksanakan upacara ritual. Di Borong 

Battasayya itu, baik komunitas di Tana Kamase-masea maupun di Tana Kuasayya 

diperbolehkan mengambil kayu dalam borong denga syarat-syarat tertentu, salah satu 

diantaranya harus seizin dengan Ammatoa. 

Ketiga, hutan masyarakat (borong luarayya). Merupakan hutan rakyat yang 

belum dibebani hak milik. Hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat adat kajang 

dengan luas kurang lebih 100 Ha. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang bisa 

memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada 

pengambilan kayu di Borong Battasayya. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat 

adat Kajang senantiasa membina dan melestarikan adat istiadat dengan menjunjung 

tinggi hukum adat baik yang bersumber dari Pasang maupun dari ucapan Ammatoa 

sebagai penguasa tertinggi di kawasan adat Kajang. 

Secara geografis wilayah Desa Tanah Towa, berada pada daerah perbukitan 

dan bergelombang. Jika di lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Towa 

sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5745 

mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 „c, dengan kelembaban udara 70% 

pertahun. Luas wilayah Desa Tanah towa secra keseluruhan tercatat 972 ha, yang 

terbagi atas beberpa peruntukan, seperti untuk luas pemukiman 169 ha, untuk 

persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 

ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha. 
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Secara administrasi, di Desa Tana Towa ini dibatasi oleh desa-desa tertangga, 

yaitu sebagai berikut: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batunilamung 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji 

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng dan 

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattiroang. 

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintahan Kecamatan 

Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat kajang, kurang 

lebih 25 km. Sedangkan dari ibukota Kabupaten Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, 

dan 270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintahan Desa Tana 

Towa sudah beraspal sepanjang lima kilometer (dari jalanan raya poros Tanete-

Tanajaya), hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat adat Kajang dalam hal 

di kawasan adat tersebut, sehingga akses ke kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan 

cukup lancar. 

Dalam perkembangannya sekitar tahun 1990, pihak pemerintah setempat 

berupaya melakukan penggeseran batas wilayah Ilalang Embaya dan Ipantarang 

Embaya, dahulu batas wilayah adat tersebut pada bagian barat dibatasi oleh sebuah 

parit dengan wilayah luar, sekarang ini sudah digeser masukke dalam sejauh kurang 

lebih satu kilometer. Kendaraan bermotor yang sebelumnya harus berhenti diluar dan 

kini sudah dapat menembus lebih jauh ke dalam kawasan Ipantarang yang 

sebelumnya masih merupakan daerah komunitas adat Kajang. 

Batas antara wilayah Ilalang Embaya dengan Ipantarang Embaya hanya 

dibatasi sebuah pintu gerbang di bagian barat. Pergeseran batas wilayah tersebut 
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dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perluasan dan pengerasan jalan desa 

menuju kawasan adat. Sehingga dengan demikian batas wilayah itu telah terjadi 

percampuran model rumah warga luar embayya. Untuk memasuki kawasan adat 

Ammatoa, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, hal ini sesuai dengan 

ketentuan adat yang ada dalam Pasang, yakni memasuki kawasan adat Ammatoa 

haruslah dilakukan dengan berjalan kaki.
1
 

2. Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa Desa Tanah Toa 

1. Keadaan Penduduk dan Pendidikan. 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tana Towa pada tahun 

2012, jumlah penduduk secara keseluruhan meliputi kawasan Ilalang Embaya 

maupun Ipantarang Embaya adalah sebanyak 4.073 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.904 

jiwa dan perempuan berjumlah 2.169 jiwa. Jumlah penduduk itu tersebar ke dalam 9 

dusun, yakni Dusun Balagana, Jannaya, Sobbu, Benteng, Pangi, Bongkina, Tombolo, 

Luraya dan Dusun Balambi. Dari jumlah penduduk 4.073 jiwa itu, dimana tujuh 

dusun yang termasuk kawasan Ilalang Embaya mempunyai penduduk sebanyak 

3.208 jiwa, sedangkan dua dusun lainnya (Ipantarang Embaya) mempunyai 

penduduk sebanyak 865 jiwa. 

Kawasan adat Kajang luar (Ipantarang Embaya) telah membentuk 

perkampungan tersendiri, berbeda dengan pola perkampungan masyarakat dalam 

(Ilalang Embaya) dimana posisi rumah tersebut diatur berderet sebelah menyebelah 

sepanjang jalan. Sedang poa perkampungan kawasan Ilalang Embaya berkelompok, 

rumah didirikan di tengah-tengah kebun keluarga dengan arah bangunan rumah 

                                                             
1
 Abdul Hafid, Ammatoa dalam kelembagaan komunitas adat kajang (Makassar: De La 

Macca, 2013), h. 9-13 
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berlawanan arah dengan borong karama’ (hutan keramat). Sehingga semua rumah 

menghadap ke barat dan tertata rapi serta berjejer dari utara ke selatan, pada barisn 

depan rumah terdapat pagar batu kali setinggi satu meter. Pagar ini dibuat untuk 

menghindari pandangan ke arah borong karamaka. Karena sesuai prinsip Pasang, 

dianggap tabu (kasipalli) kalau menghadap ke arah hutan (borong karama’). Prinsip 

yang demikian, dimaksudkan agar penghuni rumah tidak selalu dapat melihat hutan 

yang dapat dimanfaatkan, karena apabila terjadi dapat berakibat merusak hutan. 

Pendidikan formal bagi komunitas adat Kajang dalam wilayah Desa Tana 

Towa, bukanlah merupakan sesuatu kebutuhan yang urgen. Semua pengetahuan dan 

teknologi yang dimiliki oleh masyarakat adat Kajang, khususnya yang berada di 

Ilalang Embayya pada dasarnya bersumber dari Pasang. Dahulu penduduk kounitas 

adat Kajang tidak pernah mengecap pendidikan formal, mereka hanya berpedoman 

pada Pasang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka tidak 

mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah pada waktu itu, lebih-lebih untuk lanjut 

sekolah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan-alasan tertentu, 

misalnya diakitkan dengan pemanfaatan tenaga kerja anak-anak untuk membantu 

orang tuanya di ladang atau di sawah atau mengembala ternak. Selain itu, ada juga 

orang tua dalam kawasan ini yang enggan menyekolahkan anaknya, karena khawatir 

kalau anak-anaknya nanti mendapat pendidikn di sekolah bakal muncul “perubahan 

sikap”, akibat pengaruh yang diperolehnya dari sekolah. “perubahan sikap” yang 

dapat terjadi itu dapat menodai ketaatan terhadap Pasang dan dapat pula 

menyebabkan masuknya hal-hal yang tidak pantas, seperti yang disinyalir dalam 

Pasang : bulu tansing bulu, sa’ra tansing sa’ra (Kulit yang bukan kulit, suara yang 

bukan suara). 
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Menyadari kenyataan ini, pemerintah setempat dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bulukumba, mengusahakan pendidikan dengan model khusus 

yang disesuaikan dengan kondisi keberadaan mereka, dan ternyata usaha ini cukup 

membawa hasil. Berdasarkan data Desa Tana Towa tahun 2012, telah dibangun tiga 

sekolah dasar (SD), satu sekolah tingkat pertama (SLTP) dan satu sekolah tingkat 

menengah atas (SMA), kesemua bangunan ini terdapat di luar kawasan adat Kajang. 

Adanya saran pendidikan di kawasan adat Kajang, menyebabkan anak/cucu mereka 

khususnya yang ada di kawasan Ilalang Embaya di desa Tana Towa sudah banyak 

yang disekolahkan, dengan harapan bahwa ke depannya anak-anak mereka memiliki 

pendidikan formal dan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk masa depan 

mereka.
2
 

Adanya perubahan sikap sebagian komunitas adat Kajang, maka terlihatlah 

anak-anak mereka semakin hari emakin banyak yang mengikuti pendidikan, 

walaupun menggunakan pakaian warna-warni, dimana dalam penilaian adat kamase-

masea pada masa lalu adalah tabu (kasipalli) untuk memakai pakaian berwarna. 

Namun sekarang ini sudah dapat diterima dengan penuh toleransi, sehingga sedikit 

demi sedikit gugurlah keharusan berpakaian hitam itu bagi anak-anak sekolah, 

termasuk ketika mereka sudah berada di rumah. Bagi masyarakat adat Kajang, hingga 

saat ini sudah ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah 

satu diantaranya adalah anak dari Ammatoa (Poto Palasa) telah melanjutkan 

pendidikannya di Salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar, bahkan terdapat 

pula diantaranya yang sudah bekerja di Makassar. Inilah semua salah satu upaya 

pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat komunitas 

                                                             
2
Muhammmad Abbas (35 Tahun), Sekretaris Desa Tanah Towa, Wawancara, Tanah Towa, 

20 November 2016.  
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adat Kajang. Berbeda dengan du puluh atau tiga puluh tahun yang lalu, mereka tidak 

mengenal pendidikan formal. 

Hal yang sama terjadi pula bagi anak-anak yang mengikutnya pendidikan 

pengajian dasar al-Qur‟an dan sekaligus di ajar shalat dengan keharusan memakai 

mukenah berwarna putih. Perubahan tersebut, berpengaruh pula kepada warga 

masyarakat adat lainnya, termasuk kalangan orang dewasa. Berdasarkan informasi 

dari lokasi penelitian, bahwa dewasa ini sebagian dari mereka yang tidak konsisten 

lagi memakai pakaian hitam, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat 

ketika seorang kepala dusun dari dalam kawasan adat, menghadiri dalam suatu 

pertemuan kepala desa bersama dengan aparat desa dan kepala dusun lainnya dari 

luar kawasan adat, tanpa menggunakan pakaian hitam. 

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan menunjukkan adanya gejala 

perubahan dalam pandangan masyarakat adat tersebut terhadap kehidupan kekinian. 

Kawasan adat Kajang semakin hari semakin terbuka dengan masyarakat luat 

kawasan, sehingga ketertutupan dari dunia luar sudah mulai goyang dan tersentuh 

oleh teknologi modern, terutama bagi masyarakat yang berada di luar kawasan adat 

(Ipantarang Embaya). Kawasan adat ini, tampaknya kurang mengikuti lagi ketentuan 

adat Kajang. Hal ini disebabkan karena kehidupan mereka sudah membaur dengan 

warga masyarakat lainnya. Apalagi perkembangan desa lainnya di luar kelima desa 

(hasil pemekaran Desa Tana Towa), semakin longgar keterikatannya dengan aturan 

adat yang bersumber dari Pasang yang merupakan aspek budaya adat Kajang. 

2. Agama dan Kepercayaan. 

 Masyarakat adat Kajang di desa Tana Towa termasuk kawasan Ilalang 

Embayya menganut agama islam, seperti yang nampak pada Kartu Tanda Penduduk 



53 
 

 
 

(KTP), walaupun dalam implementasinya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan 

syariat Islam seperti shalat, zakat, puasa dan haji, sehingga di desa tanah toa khusus 5 

dusun yang menjadi kawasan adat butta kamase-mase jarang dapat dilihat orang 

sholat dan puasa.
3
 Namun komitmen mereka terhadap agama Islam cukup kuat 

walaupun sebatas pengakuan. Menurut pengakuan Ammatoa serta pembantu-

pembantunya, bahwa mereka adalah pemeluk agama Islam dan mereka tidak mau 

disebut penganut agama Patuntung, karena Panuntung itu bukanlah agama melainkan 

istilah yang menunjukkan kewajiban yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

setiap anggota masyarakat adat Kajang, yakni sebagai “penuntut” atau “penuntun” 

untuk mengamalkan ajaran kebenaran yang diwasiatkan secara turun temurun. Wasiat 

itulah yang dikenal dengan sebutan Pasang atau Pasang ri Kajang. 

 Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun menjalankan pemahaman 

relegi, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek 

moyangnya yang bersumber dari Pasang. Dalam kondisi demikian ini, dapat 

digambarkan bahwa pemahaman agama dari segi syariat belum terlalu menyentuh 

kehidupan warga masyarakat adat Kajang, utamanya yang berada wilayah kawasan 

Ilalang Embayya. Hal ini disebabkan karena penyiaran agama Islam di kalangan 

mereka tidak didasarkan pada pengalaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada 

kegiatan yang berkaitan dengan tarekat. Hal ini memungkinkan pada waktu itu, 

karena dikalangan warga masyarakat adat Kajang di Desa Tana Towa tidak ada yang 

bisa baca tulis, sehingga usaha untuk menimba ilmu tentang agama mengalami 

kesulitan. 

                                                             
3Yusuf Akib, Potret manusia kajang  (Makassar: Pustaka Refleksi, 2013), h. 25. 
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 Salah satu wujud pemahaman warga masyarakat adat Kajang khusunya yang 

berdomisili kawasan Ilalang Embayya yang kaitannya dengan tarekat, adalah dengan 

mengamalkan Jenne talluka, sembahyang tamattappuka,artinya wudhu yang tidak 

pernah batal, dan shalat yang tidak pernah terputus. Dari ungkapan ini dapat dipahami 

bahwa dengan berbuat amal kepada sesama manusia, berarti sudah melaksanaka 

shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam. 

 Kepercayaan terhadap Pasang, diimplementasikan dalam hidup dan 

kehidupan warga masyarakat adat Kajang, sejak awal keberadaannya, hingga akhir 

eksistensinya di dunia. Pasang adalah penuntun hidup yang akan menentukan 

kehidupannya kelk sesudah kematiannya. Kepercayaan terhadap Turi’A’ra’na, dan 

Pasang dalam kawasan masyarakat adat Kajang, masih sangat kuat menguasai 

kehidupannya, yakni tercermin pada kegitan ritual atau upacara adatnya, misalnya 

upacara Apparuntuk atau Appadongkok paknganro, yaitu upacara memohon doa dan 

mengucap syukur kepada Turi’e A’re’na, baik yang bersifat umum (yang 

diselenggarakan oleh Ammatoa), maupun yang khusus diselenggarakan oleh warga 

masyarakat adat tertentu berdasarkan hajat yang diselenggarakannya. 

 Upacara Apparuntuk Paknganro yang dilakukan oleh Ammatoa, apabila 

masyarakatnya memperoleh rezeki misalnya hsil panen padi, jagung dan tanaman 

lainnya. Demikian pula halnya, akan dilakukan apabila masyarakat adat Kajang 

ditimpa musibah, misalnya masyarakat ditimpa babbarak (penyakit yang berbahaya) 

atau panen padi tidak jadi karena musim kemarau yang berkepanjangan atau karena 

diserang penyakit tanaman. Selanjutnya, upacara Apparuntuk paknganro ini dapat 

pula dilakukan oleh seorang warga masyarakat adat Kajang apabila usahanya 

membawa hasil yang menggembirakan, atau sembuh dari penyakit yang pernah 
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dideritanya dan ucapan syukur karena masih diberi usia dan kesehatan sehingga dapat 

kembali turun ke sawah.
4
 

3. Sistem Mata Pencarian dan Teknologi 

Secara umum mata pencaharian penduduk masyarakat adat Kajang di Desa 

Tana Towa, adalah petani sawah, ladang perkebunan dan beternak. Bagi masyarakat 

yang berada dalam kawasan, pada umumnya menggarap sawah di luar kawasan dan 

hanya sebagian kecil saja yang menggarap sawah di dalam kawasan. Hal ini 

disebabkan karena kawasan Kajang dalam sangat kurang lahan yang bisa digarap, 

namun yang lebih banyak adalah hutan. Hasil dari pertanian dan beternak hanya 

sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga segala yang mereka usahakan di 

dalam kawasan semata-mata untuk memenuhi konsumsi sehari-hari. Berbeda dalam 

kelompok tau kuasayya (Ipantarang Embayya) atau Kajang luar, mata pencaharian 

masyarakatnya lebih bervariasi, selain bercocok tanam, diantaranya ada pula yang 

memilih profesi guru, pegawai negeri, pedagang atau menjadi buruh musiman di 

Makassar. 

 Sistem teknologi yang dipergunakan dalam kawasan untuk melakukan 

pekerjan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti dalam hal mengolah 

lahan pertanian, mereka pantang atau tabu mempergunakan piranti produk teknologi 

modern yang dapat meningkatkan hasil dan mutu sektor pertanian, misalnya 

penggunaan traktor. Pekerjaan bertani dilakukan mulai penggarapan lahan sampai 

pada tahap pnen, semuanya dilakukan secara sederhana dengan menggunakan 

teknologi yang masih tradisional. Penggarapan sawah dilakukan dengan 

menggunakan dengan menggunakan tenaga kerbau atau sapi untuk menarik bajak. 

                                                             
4
 Bungko Palasa (55 Tahun), Masyarakat adat kajang, Wawancara, Tanah Towa 24 

November 2016. 
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Ketika melakukan pekerjaan di ladang, mereka pula msih bertumpu pada 

pemanfaatan sumber energi konvensional, seperti tenaga manusia, sinar matahari, api 

dan angin. Penggunaan insektisida, bibit/varitas unggul, pemanfaatan 

pengairan/irigasi secara optimal juga belum mereka gunakan. Bahkan para petani 

dalam kawasan adat tidak mengenal penanam padi lebih dari sekali dalam setahun. 

Meskipun demikian, dalam proses pertumbuhan masyarakat adat Kajang secara 

keseluruhan dari tahun ke tahun menunjukkan grafik naik. Desakan modernisasi dan 

kesadaran golongan masyarakat moderat untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas 

kehidupan mereka, sedikit demi sedikit membawa perubahan. Dalam kondisi seperti 

ini, terlihat pada masyarakat adat Kajang dalam (Ilalang Embayya) yang mengolah 

sawah di luar kawasan (Ipantarang Embayya) merek sudah dapat menggunakan 

traktor dengan irigasi serta penggunaan bibit unggul. 

 Dahulu peralatan rumah tangga yang dipergunakan oleh masyarakat adat 

Kajang yang berada dalam kawasan adat ini sangat sederhana, sebagian besar dibuat 

sendiri, seperti periuk dari tanha liat, piring terbuat dari anyaman daun lontar dan gela 

yang terbuat dari bambu atau tempurung kelapa (kalongkong). Alat penerangan 

menggunakan alat kanjoli (suluh/obor) dengan bahan bakar damar atau kemiri yang 

ditumbuk. Selanjutnya, untuk perabot rumah tangga seperti kursi, mereka 

mempergunakan tikar yang dianyam dari daun lontar atau dari jali atau rotan kecil 

sebesar jari kelingking, sebagai alas duduk yang sekaligus berfungsi sebagai tempat 

tidur. Input tentang teknologi dari luar sangat terbatas dan selektif, karena dianggap 

kasipalli (tabu). 

 Namun seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat adat Kajang yang berda 

dalam kawasan terimbas pula akan kemajuan teknologi yang praktis dan mudah 
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diperoleh, sehingga perabot dan peralatan rumah tangga lainnya saat ini sudah 

menggunakan wadah yang terbuat dari plastik, misalnya piring dan gelas yang 

bahannya ada yang terbuat dari aluminium, keramik atau kaca, seperti yang 

digunakan oleh orang-orang di luar masyarakat Kajang luar (Ipantarang Embayya). 

Periuk dari tanah liat diganti dengan menggunakan aluminium meskipun 

penggunaannya masih terbatas. Sedangkan alat penerangan yang digunakan sudah 

banyak memakai lampu teplok yang terbuat dari kaleng dengan bahan bakar minyak 

tanah. Akan tetapi untuk rumah Ammatoasendiri hingga saat ini masih bertahan, tidak 

menggunakan minyak tanah baik untuk alat penerangan maupun untuk memasak, 

mereka masih mempergunakan kayu bakar,. Untuk perlengkapan uacara adat 

khususnya masyarakat dalam kawasan ilalang Embayya masih terikat pada 

pemakaian alat-alat rumah tangga tradisional, seperti pada alat-alat kegiatan ritul 

yang mereka produksi sendiri.
5
 

 Segala potensi lingkungan dimanfaatkan komunitas adat ini, guna menunjang 

kehidupan mereka, tanpa menggantungkan diri pada input teknologi dari luar. Mereka 

akan tetap konsisten dalam pola kehidupan sederhana (tallasak kamase-masea). 

Hidup kesederhanaan itu, dapat terlihat pula dalam arsiterktur rumah hunian, dimana 

bentuk rumah warga masyarakat adat Kajang yang berada ilalang Embayya hampir 

seluruhnya sama bentuknyam baik besarnya maupun bahan yang di pergunakan, 

karena dibangun berdasar aturan adat yang berasal dari pasang. 

3. Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat Ammatowa Kajang 

Masyarakat Kajang pada mulanya terdiri atas beberapa atas beberapa kaum. 

Mitos raja atau Karaeng (pemerintahan) selalu dikaitkan dengan Tau Manurung 

                                                             
5
 Sudirman (35 Tahun), Masyarakat adat  kajang, Wawancara, Tanah Towa 30 November 

2016. 
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(orang yang turun ke bumi dan menjadi pemula lapisan keturunan bangsawan). 

Manusia pertama di Kajang adalah diturunkan dari kayangan atas kehendak Turie’ 

Akrakna (Tuhan Yang Maha Esa) dan itulah yang disebut dengan Tumanurung dan 

menjadi Ammatoa I (Ammatoa Mariolo). Ada beberapa mitos tentang manusia 

pertama, yaitu:  

a. Mitos pertama menyebutkan Turie’ Akrakna memerintahkan kepada Batara 

Guru untuk melihat keadaan bumi , setelah kembali melaporkan bahwa 

perlu ada manusia di atas bumi, dengan mengendarai seekor burung 

berkepala dua yang di sebut koajang,iniliah yang menjadi asal mulanya 

Kajang. 

b. Ammatowa merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh Turie’ 

Akrakna ke dunia, masyarakat Kajang meyakini bahwa pertama kali 

Ammatowa diturunkan ke bumi adalah kawasan tempat tinggal mereka saat 

ini. Suku Kajang menyebut tanah tempat tinggal mereka Tanah Towa 

(tanah tertua), tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka. 

 Masyarakat Ammatowa mempraktekan sebuah agama adat yang disebut 

dengan patuntung. Istilah patuntung berasal dari tuntungngi, kata dalam bahasa 

Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber 

kebenaran.
6
 

 

 

                                                             
6Andink (24 Tahun), Pemuda desa tanah toa, Wawancara, Tanah Towa 01 Desember 2016. 
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B. Sistem Ritual Adat Pada Peroses Pembuktian Terhadap Pelaku Pencurian Di 

Kawasan Adat Ammatoa Desa Tanah Toa Kec. Kajang. 

Sebelum masuk pada pembahasan sistem pembuktian pelaku pencurian 

terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian pencuri menurut hukum negara dan 

pencuri menurut hukum adat kajang. 

1. Pengertian pencuri menurut hukum negara. 

Pencuri menurut Undang-undang hukum pidana dalam pasal 362, barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian.
7
 Untuk membuktikan pelaku pencurian menurut hukum negara harus 

memenuhi 2 alat bukti dan adanya barang bukti sehingga syarat menurut hukum 

terpenuhi melakukan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana. 

Kenyatan tersebut berbeda dengan hukum adat kajang, yang memiliki pendapat 

tersendiri mengenai pencurian dan cara untuk membuktikan pelaku pencurian. 

2. Pengertian pencurian menurut hukum adat kajang. 

Pencuri adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat  dan hak 

milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang 

yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon di dalam hutan keramat 

akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat 

atau istilah lokalnya pokok babbala (pokok cambuk). Begitupun orang yang 

menebang pohon di dalam hutan battasaya (hutan perbatasan dengan kebun 

warga) untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain tanpa se-izin Ammatoa akan 

                                                             
7
 Soenarto Soeradibroto, kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang 

hukum acara pidana, (Jakarta: PT Radja Grapindo Persada,  2007), h, 223. 
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mendapat hukuman tangga babbala (tengah cambuk). Yang temasuk kategori 

pencurian menurut masyarakat adat kajang seperti mengambil barang, ternak 

milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam hutan  dan atau memburu 

binatang liar yang ada di dalam hutan. 

Terdapat beberapa upacara yang dilakukan untuk membuktikan pelaku 

pencurian melalui ritual/upacara adat, yaitu: 

1. Patunra (di sumpah) 

  Patunra (di sumpah) di lakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang 

dicurigai dipanggil oleh Ammatoa untuk ditanya dan Ammatoa dalam hal ini 

mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, Ammatoa 

dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu di tanya dan 

ketika Ammatoa melihat  ada kebohongan yang di sembunyikan oleh orang yang 

dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan  disumpah. 

2. Attunu panrolik (membakar linggis)  

  Sebelum Upacara attunru panrolik (bakar linggis) dilaksanakan seluruh 

pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan abborong 

(bermusyawarah) setelah itu Ammatoa mengumumkan dan memerintahkan kepada 

orang kepercayaannya untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa 

akan diadakan tunu panroli hari sekian dan jam sekian maka dari itu seluruh warga 

masyarakat adat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan  semuanya harus 

berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan dan ketika ada orang yang 

tidak hadir maka dia akan dipanggil oleh Ammatoa untuk ditanya.   Setiap orang yang 

hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar oleh Puto Duppa hingga 
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merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri 

sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak 

akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang 

tangannya terluka, maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang terdakwa 

seorang terdakwa menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak dapat 

diidentifikasi, maka upaya hukum lain. 

  Tunu Panrolik (Membakar linggis) ini tidak hanya dilakukan di dalam 

kawasan adat, tunu panrolik penah dilakukan di kawasan perusahaan lonsum, posisi 

kasus, di kawasan lonsum terjadi pencurian bibit dan pengerusakan bibit pohon karet 

tidak ada yang mengetahui siapa pelaku tersebut dan akhirnya pimpinan Lonsum 

kemudian berkomunikasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan 

dan masyarakat kemudian memberi saran untuk menyerahkan kasus ini kepada 

Ammatoa dan kasus tersebut diterima oleh adat untuk ditindak lanjuti setelah 

Ammatoa bermusyawarah dan memutuskan untuk langsun dilakukan tunu panrolik 

selanjutnya pimpinan, karyawan, pemerintah desa, toko masyarakat  dan seluruh 

masyarakat sekitar dikumpulkan  untuk ikut dalam ritual tunu panrolik untuk 

membuktikan siapa pelakunya semua orang yang hadir memegan linggis yang merah 

membara yang baru saja dikeluarkan dari Api yang menyala-nyala namun dalam 

upaya ini pelaku tidak ditemukan dan akhirnya dilakukan upaya tunu passau,
8
 

menurut keterangan Baning, selaku karyawan Lonsum  yang ikut dalam ritual 

tersebut dan juga memegan linggis yang merah membara, mengatakan bahwa rutual 

tunu panrolik sangat efektif untuk diterapkan ketiak terjadi pencurian karna pelaku 

akan langsun diketahui tanpa harus ada bukti, walaupun pada saat itu tidak ada pelaku 

                                                             
8 Sudi, (50 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Batunulamung , 20  Desember 2016 
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yang ditemukan namun sampai saat ini tidak ada lagi pencuri bibit dan pengerusakan 

bibit dikawasan perusahaan. 

3. Tunu Passau (Membakar Dupa)   

  Tunu Passau (Membakar Dupa) sebelum upacara tunu passau dilakukan maka 

seluruh pemangku adat dikumpulkan untuk dilakukan abborong, setelah disepakati 

dalam musyawarah bahwa akan dilakukan tunu passau maka Ammatoa 

memerintahkan kepada Puto Kaharu keturunan dari Bunngko Pabbu untuk melakukan 

upacara tunu passau  tanpa dihadiri oleh warga masyarakat di dalam Borong 

Karamaka. Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan 

pengumuman kepada seluruh warga masyarakat. Pengumuman tersebut berisikan 

tentang akan diadakannya upacara attunu passauk, karena diketahuinya bahwa telah 

terjadi pencurian dalam kawasan adat tanpa diketahui pelakunya, dan telah pula 

dilakukan upaya dengan acara attunru panrolik. Penyampaian pengumuman itu 

dilakukan setiap hari selama satu bulan penuh. Adapun cara penyampaiannya, yakni 

baik dari mulut ke mulut maupun dengan memukul gendang yang ada di rumah 

Ammatoa dengan irama tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh setiap warga 

masyarakat adat. 

Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan sadar dan segera mengakui 

perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada Ammatoa. 

Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang datang mengakui 

perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acara attunu passauk. Bentuk 

upacara ini diselenggarakan pada waktu tengah malam dikala bulan purnama di 

tengah Borong Karamaka. Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga 

tidak semua orang dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara attunu 
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passauk ini, adalah agar pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, yaitu mencuri di 

dalam kawasan adat  mendapat hukuman langsung dari Turi’e’ A’ra’na berupa 

musibah yang bisa terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya bagi si pelaku, 

tetapi dapat juga terjadi pada keluarganya terutama keturunannya, bahkan kepada 

orang lain yang mengetahui perbuatan itu, tetapi tidak berani melaporkan pada 

Ammatoa. Apabila hal ini terjadi, maka menurut isi Pasang bahwa pelaku akan 

menderita “pupuruk sorokan, anrekmo nararangi mata allo, battu ri attang, battu ri 

ahang, battu ilauk, battu ri aja, kamma lekok raung appucuk tepokmiseng, aklorongi 

tappumiseng”. Artinya : Hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari 

matahari dari segala penjuru, bagai daun berpucuk akan patah, baggai tumbuhan 

merambat yang menjalar akan putus.
9
  Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan 

hukum negara/hukum postif  karna hukum adat kajang tidak memerlukan alat bukti 

atau barang bukti untuk membuktikan pelaku pencurian, cukup pelaku kemudian 

mengakui perbuatannya. 

C. Sistem Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Di Kawasan Adat 

Ammatoa Desa Tanah Toa Kec. Kajang 

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa Ammatoa adalah pemimpin 

tertinggi di dalam kawasaa adat kajang, ia tidak hanya diangkat berdasarkan hasil 

musyawarah atau pemilihan, tidak pula berdasarkan keturunan, melainkan Ammatoa 

diangkat berdasarkan hasil penunjukan Turie’ A’ra’na’, sehingga jabatan Ammatoa 

berlaku seumur hidup, kecuali jika ia melakukan pelanggaran adat atau melanggar isi 

Pasang akan dikenakan sanksi, yaitu dilakukan pergantian Ammatoa. Adapun sikap, 

                                                             
9
Amir Bolonk, (50 tahun) Galla Puto‟ (juru bicara Ammatoa), Wawancara, Tanah Towa, 11  

Desember 2016  
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tindakan dan kebijakan Ammatoa senantiasa selalu dipantau oleh pemangku adat dan 

seluruh warga komunitas adat Kajang, yang mana hal tersebut akan berkaitan dengan 

katallasang lino dan allo ri boko (kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat). 

Tujuannya agar kedua kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan normal. Keadaan 

seperti itu, membuatnya posisi Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi di kawasan adat 

kajang, memegang peranan penting baik dalam kehidupan sosial dan ritual, penasehat 

dalam menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan maupun berperan pada 

pembangunan dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat adat kajang. Ammatoa 

dalam melaksanakan perannya, terutama terhadap pelanggaran adat yang terjadi di 

kawasan adat Kajang, senantiasa berpegang pada pasang yang merupakan sebagai 

pegangan hidup atau sebagai sumber sejarah bagi warga masyarakat adat Kajang, 

yang mengandung prinsip hubungan antara warga masyarakat dengan Turie’ A’re’na, 

antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Memahami Pasang sudah merupakan kewajiban bagi warga komunitas adat 

Kajang, oleh karena itu kemuliaan warga masyarakatnya dikaitkan dengan tingkat 

penguasanya dan ketaatannya terhadap Pasang. Setiap pelanggaran Pasang bukan 

saja hanya merendahkan derajat pelanggaran di mata warga masyarakat adat Kajang, 

melainkan akan menyusahkan warga masyarakat dan merusak lingkungan fiik 

kawasan adat. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang yang memelihara 

dan merefleksikan makna Pasang dalam kehidupannya, adalah orang yang 

terpandang dalam komunitas adat Kajang. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak 

mengindahkan isi dan makna Pasang dalam kehidupannya akan dikenakan sanksi, 

baik sanksi berupa sosial dalam masyarakatnya atau sanksi berupa denda (passala) 

yang berdasarkan hukum adat setempat, maupun sanksi masyarakat dengan cara 



65 
 

 
 

pengusiran (nipatoppangi butta) dari kawasan adat Kajang. Adapun bentuk-bentuk 

larangan yang bersumber dari Pasang yang tidak boleh (kasipalli) dilakukan oleh 

warga masyarakat adat Kajang, adalah adanya larangan (kasipalli) memakai 

kendaraan memasuki kawasan  Ilalang Embayya. Larangan memakai kendaraan di 

kawasan tersebut, bukan hanya pada para tamu, melainkan juga berlaku bagi seluruh 

warga masyarakat yang berdiam di kawasan tersebut. Bagai warga masyarakat yang 

berdiam di kawasan Ilalang Embayya melakukan pelanggaran, akan di usir dari 

dalam kawasan, sedangkan orang luar yang melanggar tidak diperkenankan lagi 

memasuki kawasan tersebut. Dengan tidak diperkenankannya setiap orang memakai 

kendaraan di kawasan Ilalang Embayya, adalah salah satu bukti kebijakan Ammatoa 

serta para pendukungnya dalam rangka melestarikan lingkungan. Pelanggaran atas 

ketentuan adat yang bersumber dari Pasang itu, akan berakibat dijatuhkannya sanksi 

berupa larangan seumur hidup memasuki kawasan Ilalang Embayya.  

Dalam penegakan supremasi hukum yang ada kaitannya dengan pengrusakan 

hutan adat di dalam kawasan adat Kajang, para pemangku adat sebagai penegak 

hukum adat (ada’ tanayya), yang terdiri atas Ammatoa,Karaeng Labbiriya, 

Angrongta Ri Bungkina, Angrongta Ri Pangi, Ada’ Limayya ri Tana Kekeya dan 

Ada’ Limayya ri Tana Lohea, telah diberikan wewenang khusus untuk mengadili 

setiap pelanggaran dan atau pengrusakan lingkungan (hutan). Besar kecilnya 

hukuman yang ada ditentukan melalui suatu pengadilan adat (abborong ada’) yang 

menghadirkan tersangka dan seluruh masyarakat adat untuk menyaksikan jalannya 

sistem peradilan adat tersebut. 
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Bentuk larangan adat yang bersumber dari Pasang salah satunya adalah 

Pencurian yang dilakukan di dalam kawasan adat kajang, Adapun bentuk-bentuk 

sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian,  berbeda-

beda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan di dalam kawasan  adat. Agar 

sanksi-sanksi tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka ditetapkanlah ketentuan 

yang mengklasifikasikan tiga jenis sanksi dan jumlah denda yang harus di bayar, ke 

dalam 3 kategori, yaitu (1) pelanggaran berat, (2) pelanggaran sedang dan (3) 

pelanggaran ringan. Ketiga tingkat kategori pelanggaran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelanggaran berat, istilah lokalnya pokok babbalak (pangkal cambuk)  

dengan denda sebesar 12 Real atau ketika dirupiahkan Rp. 12.000.000, 

ditambah dengan satu gulung kain putih bagi orang yang beragama Islam. 

2. Pelanggaran sedang, yaitu Tanga babbalak (tengah cambuk) dengan denda  

sebanyak 8 Real atau ketika dirupihkan Rp. 80.00.000, ditambah dengan kain 

putih satu gulung. 

3. Pelanggaran ringan, yaitu hukuman yang disebut Cappa babbalak  dengan 

denda sebanyak 6 Real atau ketika dirupiahkan Rp. 6.000.000, ditambah 

dengan satu gulung kain putih. 

Adapun betul-betul terjadi suatu pelanggaran adat di kawasan adat berupa 

pencurian kayu atau penebangan pohon tersebut, maka para penjaga hutan atau warga 

masyarakat yang mengetahuinya segera melaporkan kejadian itu kepada Galla’ Puto, 

kemudian diteruskan kepada Ammatoa. Namun, sebelum penjaga hutan melaporkan 

kejadian itu kepada Gallak Puto, akan lebih duluan diketahui oleh Ammatoa. Ini 
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menunjukkan bahwa Ammatoa mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemuliaan 

tersendiri diantara warga masyarakat adat Kajang lainnya, sehingga dapat 

meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kawasan adat tersebut. 

Sehubungan dengan adanya laporan kejadian tentang pencurian atau penebangan 

pohon didalam kawasan tersebut, maka selanjutnya Ammatoa segera memanggilnya 

untuk menghadap di meja peradilan adat Kajang yang dihadiri oleh Ammatoa ri 

Kajang dan pemangku-pemangku adatnya untuk mempertanggung jawabkan segala 

bentuk perbuatannya. Di tempat inilah tersangka diadili dan ditentukan nasibnya, 

apakah dikenakan sanksi adat berupa denda, pengusiran ataukah ia dibebaskan saja 

dengan syarat-syarat tertentu. 

Dari ketiga bentuk sanksi atau hukuman berupa denda atas pelanggaran adat 

tersebut, dimana sanksi yang paling tinggi tingkatannya adalah pencurian kayu yang 

dilakukan di Borong Karamaka, dan yang terendah jika dilakukan pada kebun milik 

perorangan/warga. Walaupun sanksi atas pelanggaran terhadap hak perorangan lebih 

rendah nilainya, akan tetapi sudah jelas bahwa menebang pohon merupakan suatu 

delik adat menurut Pasang. Demikian juga jika kita mengacu pada UUPK dan PP No. 

28 Thn 1985, maka bagi mereka yang menebang pohon di kawasan hutan lindung itu, 

akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akan tetapi karena Ammatoa yang diserahi tugas untuk menjaga hutan itu, maka 

kewenangan itu akan dijalankan dengan penuh rasa tanggug jawab. Ini menunjukkan 

bahwa tanpa mengabaikan hak perorangan, hak komunal yang lebih diutamakan. Hal 

yang tidak kurang pentingnya, adalah karena hutan itu merupakan tempat berdiamnya 

roh nenek moyang dan roh penjaga keselamatan seluruh warga. Selain itu, pada 
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Borong Karamaka diyakini sebagai tempat turun naiknya Turi’e’ A’ra’n’ dalam 

menjaga dan memelihara kehidupan warga masyarakat adat Kajang. 

Salah salah satu kasus yang sempat di ceritakan oleh warga bahwa pernah 

terjadi sebuah kasus yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Lekkong, umur 

55 tahun, pekerjaan pagalung (petani), berasal dari Dusun Baraya Desa Tana Towa. 

Mereka ini memasuki Borong Battasaya kemudian menebang pohon. perbuatannya 

itu diketahui oleh warga masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada Gallak 

Puto, yang selanjutnya diteruskan atau melaporkan hal itu kepada Ammatoa. Setelah 

itu lelaki yang bernama Lekkong ini dipanggil menghadap Ammatoa untuk diadili. 

Dalam proses peradilannya berlangsung di rumah kediaman Ammatoa, yang dihadiri 

oleh pemuka masyarakat, kepolisian dan warga masyarakat lainnya. Pertanyaan 

Ammatoa kepada Lekkong hanya berkisar pada perbuatannya menebang pohon di 

dalam Borong Battasaya, selain itu ditanyakan kesediaannya untuk diadili oleh 

Ammatoa, atau perkaranya diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun dari 

pertanyaan-pertanyaan Ammatoa itu diiyakan oleh yang bersangkutan untuk diadili 

oleh Ammatoa . Oleh karena perbuatannya diakui, maka kepadanya anngalle passala 

(didenda menurut adat). 

Atas dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan 

dikenakan sanksi berupa denda yang disebut cappa babbalak, yaitu sebesar Rp. 

4.000.000,- atau  dan satu gulung kain putih. Sedangkan pohon yang ditebangnya 

tidak diizinkan untuk diambil, melainkan dibiarkan tergeletak ditempat 

penebangannya sampai lapuk, karena dikhawatirkan apabila pohon kayu tebangan 

dapat diambil, baik oleh pelaku maupun orang lain akan menimbulkan keinginan 
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untuk berbuat yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi, bilamana denda dengan 

taksiran harga kayu hasil tebangan jauh berbeda. Pada umumnya pohon kayu yang 

ada di dalam hutan sudah berusia tua, besar dan tinggi, sehingga nilai jualnya akan 

sangat tinggi bila dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan oleh Ammatoa. Untuk 

menghindari kemungkinan yang demikian, maka dengan membiarkan kayu hasil 

tebangan tergeletak begitu saja di tempat penebangannya, dan diharapkan akan 

menghindarkan masyarakat mengulangi perbuatan yang sama. Setelah yang 

bersangkutan nipallangga (diberi nasehat) oleh Ammatoa agar tidak mengulangi lagi 

perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan pulang. Mengenai uang denda 

yang disebut pandingingi pakrasangang (pendingin negeri), oleh Ammatoa dibagi 

sama rata kepada semua yang hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun mendapat 

bagian. Hanya saja Ammatoa sendiri yang tidak memperoleh bagian dari uang denda 

itu, kecuali denda yang berupa kain putih segulung untuk Ammatoa. Pembagian uang 

denda kepada seluruh yang hadir, dimaksudkan untuk menanamkan tanggung jawab 

kepada setiap warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama menjaga hutan dari 

orang-orang yang bermaksud jahat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Ammatoa adalah 

berdasarkan ketentuan Pasang, namun denda yang berupa uang dan kain putih 

merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah abborong. 

Selain sanksi-sanksi tersebut, masih ada hukuman tambahan atas pencurian kayu, 

berupa kewajiban untuk mengembalikan batang pohon curian itu (kalau sudah 

terlanjur diambil), dahan, ranting dan daunnya di simpan ke tempat pohon itu yang 

ditebang demikian juga pencurian lainnya seperti pencurian ternak, kendaraan dan 

lain-lain yang terjadi dalam kawsan adat  akan diadili oleh pengadilan adat kajang 
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dan diberikan sanksi menurut pasang, berat dan ringannya sanksi itu ditentukan 

dalam pengadilan adat yang dihadiri oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat.
10

 

Kenyataan tersebut sangatlah berbeda ketika dibandingkan dengan hukum 

positif, berikut beberpa kategori pencurian dan sanksi menurut hukum positif 

1. Pencurian Ringan (biasa) Pencurian ringan ini bisa dikatakan pencurian ringan 

apabila dilakukan dengan tidak merusak kunci atau pintu, tidak memanjat pagar, 

tidak dilakukan pada malam hari, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari 

dua ratus lima puluh rupiah. Dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 

tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terdapat 

dalam UU KUHP Pasal 362. 

2. Pencurian Pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1. pencurian ternak; 

2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau 

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 

kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak 

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong 

                                                             
10

 Bohe Amma, (73 tahun) Pemangku adat, Wawancara, Tanah Towa, 12  Desember 2016 
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atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 

pakaian jabatan palsu. 

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal 

dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun. (UU KUHP Pasal 363) 

3. Pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 

untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (UU KUHP Pasal 365) Diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

Namun, tindak pidana pencurian, terhadap pelakunya secara umum selalu 

dijatuhkan salah satu jenis pidana  pokok yakni pidana penjara, sesuai dengan 

yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap 

lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang 

memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut.
11

 

                                                             
11Odelia, Hukuman penjara dan denda tindak pidana pencurian. http://odeliajulita. 

blogspot.co.id/2012/04/hukuman-penjara-dan-denda-tindak-pidana .html, (16 Maret 2017). 

http://odeliajulita/
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Sistem Ritual Adat Pada Peroses Pembuktian Terhadap Pelaku Pencurian Di 

Kawasan Adat Ammatoa Desa Tanah Toa Kec. Kajang akan dilakukan dengan 

beberapa cara yang pertama Patunra (di sumpah) di lakukan ketika ada orang yang 

dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh Ammatoa untuk ditanyakan dan 

Ammatoa dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang 

berbohong, Ammatoa dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika 

orang itu di tanya dan ketika Ammatoa melihat  ada kebohongan yang di 

sembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah 

orang tersebut akan  disumpah. Kemudian yang kedua Tunu Panroli (bakar 

linggis) upacara ini dilaksanakan untuk membuktikan pelaku pencurian, semua 

orang yang dicurigai dan seluruh masyarakat adat di kumpulkan dan Setiap orang 

yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar hingga merah 

membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri 

sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak 

akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang 

tangannya terluka, maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang 

terdakwa seorang terdakwa menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak 

dapat diidentifikasi, maka upaya hukum lain. Yaitu yang ketiga Attunu Passau 

Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang 

dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara attunu passauk ini, adalah 
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agar pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, yaitu mencuri di dalam kawasan 

adat  mendapat hukuman langsung dari Turi’e’ A’ra’na berupa musibah yang bisa 

terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya bagi si pelaku, tetapi dapat juga 

terjadi pada keluarganya terutama keturunannya. 

2. Sistem Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Di Kawasan Adat 

Ammatoa Desa Tanah Toa Kec. Kajang, sanksi adat di bagi menjadi tiga kategori 

sanksi yaitu:  

1. Pelanggaran berat, istilah lokalnya pokok babbalak (pangkal cambuk)  

dengan denda sebesar 12 Real atau ketika dirupiahkan Rp. 12.000.000, 

ditambah dengan satu gulung kain putih bagi orang yang beragama Islam.  

2. Pelanggaran sedang, yaitu Tanga babbalak (tengah cambuk) dengan 

denda  sebanyak 8 Real atau ketika dirupihkan Rp. 80.00.000, ditambah 

dengan kain putih satu gulung. 

3. Pelanggaran ringan, yaitu hukuman yang disebut Cappa babbalak  dengan 

denda sebanyak 6 Real atau ketika dirupiahkan Rp. 6.000.000, ditambah 

dengan satu gulung kain putih. 

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian akan ditentukan dari hasil 

musyawarah pengadilan adat. 
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B. Saran 

1. Ammatoa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi komunitas adat 

Kajang, dimana dalam melaksanakan tugasnya yang diamanahkan oleh Tu 

Ria’e  Are’na, dibantu oleh sejumlah perangkat adat yang terdiri dari; Ada’ 

limayya, Karaeng Tallua, Lombo ada, dan aparat adat lainnya. Agar struktur 

kepemimpinan kelembagaan adat kajang itu tetap eksis hingga saat ini, maka 

diharapkan kepada pihak pemerintah tidak terlalu banyak mengambil alih 

urusan dan kekuasaan adat, agar kepemimpinan Ammatoa tetap mempunyai 

kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan sanksi kepada 

pengikutnya. 

2. Ammatowa selaku pimpinan adat di kawasan adat Ammatoa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba dalam memutuskan perkara pencurian 

hendaklah berdasarkan Pasang dan mengutamakan pula hasil  musyawarah 

pengadilan adat tanpa mengabaikan keadilan yang selama ini di anggap 

patokan turun temurun dari nenek moyang mereka.  
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